
'BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
PERATURANBUPATI LAMPUNG SELATAN
 

NOMOR 44 TAHUN 2008
 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
 
KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang a.	 bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi 
dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 
rincian tugas, fungsi dan tatakerja diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati; 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka dipandang 
perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tatakerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten dan StafAhIi Bupati Lampung Selatan dengan Peraturan 
Bupati Lampung Selatan; 

Mengingat I.	 Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 
Nomor 5 Tabun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tabun 
1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Swnatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 
1959 Nomor 37); 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Nomor 3890); 

3.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaIi te:rakbir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tah!JD, 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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Menetapkan 

-

5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pernbagian 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Dan Pemerintahan Daerab KahupatenIKota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia rabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor4737); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

9.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 tahun 
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RlNCIAN TIJGAS, FUNGSI 
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI LAMPUNG SELATAN. 

BABf 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Larnpung 
Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Wakil Bupati adalah Wool Bupati Lampung Selatan. 

5.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya 
disebut DPRD Kabupaten adaIah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Pimpinan DPRD Kabupaten adalah Ketua dan para Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Larnpung Selatan. 

7.	 Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

8.	 Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

9.	 Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Asisten Sekretaris 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
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10. Sekretariat	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang 
selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD Kabupaten adalah 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

II.	 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang 
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kabupaten adalah Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

12.	 Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan. 

13. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah atau pada Sekretariat 
DPRD Kabupaten Lampung Selatan. 

14. Perangkat Daerah Kabupaten	 adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

15. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 

16. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat 
mandiri. 

BAD II
 
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KEIUA
 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 

Bagiau Kesatu
 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
 

PasaI2
 

(1)	 Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, 
lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari 
perangkat daerah, serta memberikan pelayanan teknis administrasi 
pada seluruh Perangkat Daerah dan Instansi lainnya. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (I), 
Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi 

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga 
teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dati perangkat 
daerah; 

c. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
pemerintahan daerah; 

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; 
e. pemberian pelayanan teknis administrasi pada seluruh 

Perangkat Daerah dan Instansi lainnya; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya, 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal3 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari 

a. Sekretaris Daerah Kabupaten; 

b. Asisten Bidang Pemerintahan; 

c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 

d. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

e. Asisten Bidang Administrasi Umum; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Ketiga 
Sekretaris Daerah 

Pasal4 

(1)	 Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah 
Kabupaten dalam membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan 
mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan 
lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, serta 
memberikan pelayanan teknis administrasi pada seluruh Perangkat 
Daerah dan Instansi lainnya. 

(2)	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai fungsi : 

a.	 penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah; 

b.	 pelaksanaan koordinasi tugas dinas daerah, lembaga teknis 
daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah; 

c.	 pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap kebijakan 
pemerintahan daerah; 

d.	 pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; 

e.	 pemberian pelayanan teknis administrasi pada seluruh 
Perangkat Daerah dan Instansi lainnya; dan 

f.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Asisten Bidang Pemerintahan 

Pasal5 

Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris 
Daerah dalam merumuskan bahan kebijakan umum pemerintahan 
daerah dan perencanaan strategis bidang bina pemerintahan, otonomi 
daerah, hubungan kemasyarakatan dan protokol, pengkoordinasian 
penyelenggaraan sistem infonnasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bins 
pemerintahan, otonomi daerah, hubungan kemasyarakatan dan protokol, 
serta membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal lainnya sesuai dengan bidangnya. 
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Pasal6 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, 
AsistenBidang Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a.	 perumusan bahan kebijakan umum pemerintahan daerah bidang 
bina pemerintahan, otonomi daerah, hubungan kemasyllI1lkatan dan 
protokol; 

b.	 penyusunan perencanaan strategis bidang bina pemerintahan, 
otonomi daerah, hubungan kemasyarakatan dan protokol; 

c.	 pengkoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan 
pemerintahan daerah bidang bina pemerintahan, otonomi daerah, 
hubungan kemasyarakatan dan protokol; 

d.	 penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang bina 
pemerintahan, otonomi daerah, hubungan kemasyarakatan dan 
protokoI; 

e.	 pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang 
bina pemerintahan, otonomi daerah, hubungan kemasyarakatan dan 
protokol; 

f.	 pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang bina 
pemerintahan, otonomi daerah, hubungan kemasyarakatan dan 
protokoI; 

g.	 pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina pemerintahan, 
otonomi daerah, hubungan kemasyarakatan dan protokoI; 

h.	 pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan administratif kepada 
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah sesuai dengan 
bidangnya; 

1.	 pemberian pengarahan dan bimbingan kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan 
dalam pelaksanaan tugas; 

j.	 pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil 
pemerintahan umum, otonomi daerah dan 
kemasyarakatan; dan 

dibidang 
hubungan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, 

Pasal7 

(1)	 Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi 
a.	 Bagian Bina Pemerintahan; 
b.	 Bagian Otonomi Daerah; dan 
c.	 Bagian Humas dan Protokol. 

(2) Bagian-Bagian sebagaimana	 dimaksud pada ayat (1), masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Pemerintahan 
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 
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Paragrafl
 
Bagian Bina Pemerintahan
 

Pasal8 

Bagian Bina Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 
materi, penyusunan dan perurnusan kebijaksanaan, pembinaan, 
koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang tata 
pemerintahan umum, pertanahan dan ketertiban umum 

Pasal9 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dirnaksud pada pasal 8, 
Bagian Bina Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a.	 penyiapan bahan penyusunan dan perurnusan kebijaksanaan 
pemerintahan daerah bidang tata pemerintah umum, pertanahan, 
ketenteraman dan ketertiban umum; 

b.	 penyiapan bahan pernbinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan 
tata pemerintahan umum, pertanahan, ketentrarnan dan ketertiban 
umum; 

c.	 penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan tata 
pemeritahan umum, pertanahan, ketenteraman dan ketertiban 
umum; 

d.	 penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelnggaran kegiatan 
dibidang tata pemeritahan umum, pertanahan, ketenteraman dan 
ketertiban umum; 

e.	 pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Bina Pemerintahan 
dibidang teknis dan adrninistrasi kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada dilingkungan Bagian Bina Pemerintahan 
mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

f.	 pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyirnpangan dalam pelaksanaan tugas; 

g.	 pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan di ambil dibidang tata 
pemeritahan umum, pertanahan, ketenteraman dan ketertiban 
umum; 

h.	 penilaian aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 

I.	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tata 
pemerintahan umum, pertanahan, ketenteraman dan ketertiban 
umum kepada atasan, sebagai pertanggungjawaban kerja dan 
sebagai bahan masukan untuk dijadikan bahan pertirnbangan lebih 
lanjut; dan 

j.	 pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

k.	 Penyiapan bahan penyelenggaraan tugas penegakan peraturan 
perundang-undangan; 

I.	 Penyusunan pelaksanaan kegiatan tentang Transmigrasi, 
Lingkungan Hidup dan Amdal; 

m.	 Penyiapan bahan laporan pelaksanaan Agraria dan Kehuatanan; 
n.	 Penyiapan bahan Evaluasi Perlindungan Masyarakat. 

PasallO 

(I)	 Bagian Bina Pemerintahan, membawahi : 

a Sub Bagian Tata Pemerintahan Umwn; 

b.	 Sub Bagian Pertanahan; dan 

c.	 Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 
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(2) Masing-masing Sub Bagian	 sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina Pemerintahan. 

Pasal II 

(1)	 Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas 
rnenyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijaksanaan, 
pembinaan petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan 
pemerintahan umum; 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum, adalah 
sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan penyusunan perumusan, pernbinaan, 
petunjuk teknis, koordinasi, monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan umum; 

b.	 mengumpulkan, penyajian bahan/data dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan umum; 

c.	 mengumpulkan, penyajian bahan/data penyusunan laporan 
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

d.	 menyiapkan bahan I materi dan fasilitasi dalam rangka 
Kunjungan Kerja DPR - RI, DPD-RI, DPRD Propinsi dan 
DPRD Kabupaten lainnya; 

e.	 menyiapkan bahan I materi dan fasilitasi tamu kenegaraan dan 
tamu pusat lainnya; 

f.	 menyiapkan bahan I materi dan koordinasi penyelengaraan 
rapat Musyawarah Pimpinan Daerah ( Muspida ); 

g.	 menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijaksanaan, 
pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan 
hubungan pemerintah Daerah dengan lembaga vertikal di 
Daerah; 

h.	 menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan administrasi kependudukao dan pencatatan 
sipil; 

1.	 memimpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Tata 
Pemerintahan Umum agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

j.	 membagi habis tugas Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

I.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 
m.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang tata pemerintahan umum; dan 
n.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya lainnya yang diberikan 

oleh atasan; 
o.	 mengumpulkan bahan dan koordinasi kebijakan daerah dalam 

rangka pelaksanaan ketenaga kerjaan dan transmigrasi; 
p.	 mengumpulkan bahan dan koordinasi kebijakan daerah dalam 

pelaksanaan lingkungan hidup; 
q.	 mengumpulkan bahan dan koordinasi kebijakan daerah dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
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Pasall2 

(I)	 Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
penyusunan perumusan kebijaksanaan, pembinaan, petunjuk teknis 
dan koordinasi penyelenggaraan administrasi pertanahan. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Pertanahan, adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan penyelenggaraan 
administrasi pertanahan; 

b. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis 
penyelenggaraan administrasi pertanahan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan administrasi 
pertanahan; 

d. menyiapkan bahan penataan, perubahan serta penetapan hatas 
daerah dan batas kecarnatan; 

e. menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan penyelesaian 
masalah pertanahan; 

f. menyiapkan data investigasi, evaluasi permasalahan pertanahan 
dan mengumpulkan bahan dalarn rangka pemecahan masalah 
tanah kelebihan batas maksimum, tanah absentee dan tanah 
partikelir ( perusahan ); 

g. melakukan hubungan kerja dengan dinasl instansi terkait 
dibidang pertanaban baik pembebasan tanah maupun 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 

h. menyiapkan bahan-baban dan membuat berita acara serta 
membuat surat keputusan izin lokasi; 

L memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Pertanahan 
agar dapat rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

J.	 membagi habis tugas Sub Bagian Pertanahan kepada aparatur 
NSU sebagai hawahannya agar setiap personil memaharni tugas 
dan tanggungjawabnya masing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalarn penyusunan program lebih Ianjut; 

I.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 
m.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang tata pertanahan; 
n.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan; 
o.	 mengumpulkan bahan dan koordinasi kebijakan daerah dalam 

penyelesaian permesalahan kehutanan. 

Pasal 13 

(I)	 Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 
menyiapkan bahan penyusunan perurnusan kebijasanan, pembinaan, 
petunjuk teknis dan koordinasi penye1enggaraan urusan 
ketenteraman dan ketertiban umum; 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, 
adalah sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan penyusunan perumusan penyelenggaraan 
ketenteraman dan ketertiban umum; 

b.	 menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis 
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

c.	 menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman 
dan ketertiban umum; 
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d.	 memirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

e.	 mernbagi habis tugas Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap 
personil memaharni tugas dan tanggungjawabnya masing­
masing; 

f.	 membantu, mengbirnpun, menyiapkan dan mengoordinasikan 
laporan mengenai permasalahan, penerirnaan PAD; 

g.	 Menyiapkan sarana rumah tangga bagian Bina Pemerintahan; 
h.	 Menyiapkan bahan keuangan maupun kepegawaian ill Bagian 

Bina Pemerintahan; 
I.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 

sebagai masukan dalarn penyusunan program lebih Ianjut; 
J.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 
k.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban 
umum; 

I.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan; 

m.	 mengumpulkan bahan dan koordinasi kebijakan daerah dalarn 
pelaksanaan kepolisi parnong prajaan; 

n.	 mengumpulkan bahan dan koordinasi kebijakan daerah dalarn 
perlindungan kepada masyarakat; 

o.	 mengumpulkan bahan dan koordinasi dalarn rangka penegakan 
peraturan perundang-undangan; 

p.	 membantu merumuskan mengkoordinasikan tugas pengawasan 
danGDN. 

Paragrar2 
Bagian OtoDomi Daerah 

Pasall4 

Bagian Otonomi Daerab mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 
materi, penyusunan dan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan otonomi 
daerah dan pengernbangan daerah, hubungan dan kerjasama daerah, 
penyelenggaraan adrninistrasi perangkat daerah, Pejabat Negara, 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan perangkat 
desa/kelurahan; 

Pasall5 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 
Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi : 

a.	 penyusunaan dan perwnusan kebijakan pemerintah daerab bidang 
penyelenggaraan otonorni daerah dan pengembangan daerah, 
hubungan dan kerjasama antar lembaga dan daerah, 
penyelenggaraan adrninistrasi perangkat daerab, serta 
penyelenggaraan adrninistrasi pemerintahan dan perangkat 
desalkelurahan; 

b.	 penerapan dan pembinaan petunjuk teknis penyelenggaraan 
otonomi daerah, pengembangan daerah, hubungan dan kerjasama 
antar lembaga dan daerab, penyelenggaraan adrninistrasi perangkat 
daerah, serta penyelenggaraan adrninistrasi pemerintahan dan 
perangkat desa/kelurahan; 
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c.	 penyiapan bahan koordinasi dalarn rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan pengembangan daerah, hubungan dan 
kerjasama antar lembaga dan daerah, penyelenggaraan administrasi 
perangkat daerah, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
dan perangkat desaJkelurahan; 

d.	 penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi 
daerah dan pengembangan daerah, hubungan dan kerjasama antar 
lembaga dan daerah, penyelenggaraan administrasi perangkat 
daerah, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan 
perangkat desaJkelurahan; 

e.	 pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Otonomi Daerah 
dibidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada dilingkungan Bagian Otonomi Daerah 
mempunyai dan memahami bahan tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

f.	 pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalarn pelaksanaan tugas; 

g.	 pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan di ambil dibidang otonomi 
daerah; 

h.	 penilaian aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 

I.	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
penyelenggaraan otonomi daerah dan pengembangan daerah, 
hubungan dan kerjasama antar lembaga dan daerah, 
penyelenggaraan administrasi perangkat daerah, serta 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan perangkat 
desaJkelurahan kepada atasan, sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan sebagai bahan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan 
lebih lanjut; 

J.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k.	 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang administrasi 
kesetretrariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Lampung Selatan; 

I.	 penyiapan bahan, dan membantu perumusan kegiatan 
penyelenggaraan kesetretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Larnpung Selatan; 

m.	 penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD); 
n. penyusunan dan menyarnpaikan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lLPPD) kepada 
masyarakat; 

o. penyusnan bahan evaluasi, penilaian dan kinerja kunci (lKK) 
penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

p. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaran Pemilihan 
Umum ( Pemilu ); 

q. penyiapan bahan, dan membantu penyelenggaraan DESK Pemilihan 
Umum ( Pemilu ); 

r. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu); 
s. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan 

masyarakat; 
1.	 penyiapan bahan penyusunan, perumusan pembinaan/ 

pemberdayaan dan koordinasi kebijakan dibidang pemebrdayaan 
masyarakat; dan 

u.	 pelaksanaan evaluasi, memonitoring dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan dibidang adminsitrasi pemberdayaan masyarakat. 
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Pasall6 

(1) Bagian Otonomi Daerah, membawahi : 
a.	 Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga; 
b.	 Sub Bagian Administrasi Perangkat Daerah; dan 
c.	 Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Perangkat 

Desa/Kelurahan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud	 pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah. 

Pasal17 

(I)	 Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas 
menyiapkan dan menyusun perumusan kebijaksanaan, petunjuk 
teknis dan koordinasi dibidang penyelenggaraan otonomi daerah, 
pengembangan daerah dan kerjasama antar lembaga dan daerah. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga, adalah 
sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan baban penyusunan perumusan, pembinaan, petujuk 
teknis, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan otonomi 
daerah, pengembangan daerah dan kerjasama antar lembaga 
dan daerah; 

b.	 menyiapkan bahan dan materi, perumusan kebijakan, 
koordinasi dan evaluasi di bidang pengembangan/pemekaran 
daerah; 

c.	 menghimpun, menyusun, mengidentifikasi dan meneliti 
persyaratan administrasi, teknik dan kewilayaban dalam rangka 
pernbentukan, pengbapusan, penggabungan daerah atau 
kecamatan; 

d.	 menyiapkan baban dan materi untuk penataan asset calon 
daerah/otonomi/kecamatan bam; 

e.	 menyiapkan bahan dan materi, perumusan kebijakan, 
koordinasi dan pembinaan sarana dan prasarana fisik 
perkotaan; 

f.	 menyiapkan bahan dan materi, perumusan kebijakan, 
koordinasi dan pembinaan kerjasama antar pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan dengan pemerintab Propinsi 
Lampung, pemerintab Propinsi lainnya, pemerintab 
KabupatenIKota diluar Propinsi Lampung ; 

g.	 menyiapkan bahan, materi perumusan kebijakan, koordinasi 
dan pembinaan kerjasama, identifikasi dan verifikasi subtansi 
dengan luar negeri maupun Lembaga Non Pemerintah; 

h.	 pengkoordinasian dan fasilitas harmonisasi terbangunnya 
kerjasama antar lembaga dan daerah di Kabupaten Lampung 
Selatan; 

i.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang kerjasama antar lembaga; 

J.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Kerjasama 
antar lembaga agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya­
guna dan behasil-guna; 

k.	 rnembagi habis tugas Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-rnasing; 

1.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan daIam penyusunan program lebih lanjut; 

m.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
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n.	 melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha bagian; 
o.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Pasal18 

(1)	 Sub Bagian Administrasi Perangkat Daerah mempunyai tugas 
menyiapkan menyusun perumusan kebijaksanaan, pembinaan, 
petunjuk teknis dan koordinasi dalam rangka pengadministrasian 
perangkat daerah, proses Pcmilihan dan Pengangkatan Kepala 
DaerahlWakil Kepala Daerah. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Perangkat Daerah, adalah 
sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan administrasi 
kebijakan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; 

b. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis 
penyelenggaraan administrasi perangkat daerah, Kepala Daerah 
/ Wakil Kepala Daerah dan sekretariat DPRD; 

c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan administrasi 
perangkat daerah, Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan 
DPRD; 

d. mengumpulkan, menganalisa data untuk bahan pertimbangan 
kepala daerah dalam rangka pembinaan administrasi perangkat 
daerah; 

e. menyiapkan bahan koordinasi penyelengggaraan rapat 
koordinasi (Rakor) bulanan tingkat Kabupaten; 

f. membantu menyiapkan bahan materi dan fasilitasi koordinasi 
dalam rangka kunjungan kerja pemerintah daerah / anggota 
DPRD Kabupaten Lampung Selatan ke daerah lain; 

g. membantu menyiapkan bahan, materi dan koordinasi 
penyelenggaraan proses administrasi pemilihan, pengangkatan 
dan pemberhentian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan 
anggota DPRD; 

h. membantu fasilitasi koordinasi dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Lampung Selatan; 

1. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
penyelenggaraan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan; 

J. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(LPPD); 

k. menyusun dan menyampaikan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyiapkan bahan, materi 
dan koordinasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(ILPPD) kepada masyarakat; 

I.	 menyusun bahan evaluasi dan penilaian Kinerja Kunci (lKK) 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

m.	 membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu); 

n.	 menyiapkan bahan evaluasi materi penyelenggaran DESK 
Pemilihan Umum (Pemilu); 

o.	 menyusun dan membantu Administrasi pelaksanaan 
penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu); 

p.	 memimpin mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan sub bagian administrasi 
perangkat daerah agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya gun dan berhasil guna; 
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q. membagi habis tugas Sub Bagian Administrasi Perangkat 
Daerah kepada aparatur NSU sebagai bawahan agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggunajawab masing masing; 

r. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

s. mengevaluasi hasil tugas bawahan; 
1.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi perangkat daerah; 
u.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Pasal 19 

(I)	 Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Perangkat 
DesalKelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, 
penyusunan, perumusan kebijakan, petunjuk teknis, pendataan, 
koordinasi, monitoring dan evaluasi, fasilitasiJpembinaan 
administrasi Pemerintahan dan perangkat DesaJKe1urahan; 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan 
Perangkat Desa/kelurahan ada1ah sebagai berikut : 

a.	 Menyiapkan bahan dan data penyusunan dan perumusan 
kebijakan dibidang pengaturan desa, dan sistem administrasi 
pemerintahan desa/kelurahan; 

b.	 melakukan koordinasi, penyusunan dan menyampaikan laporan 
administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa; 

c.	 mengumpulkan bahan pendataan terhadap kepala desa dan 
perangkat desa yang telah bertugas/mengabdi; 

d.	 menyiapkan bahan pembinaan dan penilaian terhadap tugas­
tugas kepala desa/kepala ke1urahan yang berprestasi; 

e.	 mengumpulkan bahan-bahan dan petunjuk teknis pembinaan 
kepala desa dan perangkat desa; 

f.	 menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam 
pengolahan dan penghimpunan data nama, peta, serta 
pemantauan mengenai perubahan nama, pemindahan batas 
serta jumlah DesalKelurahan; 

g.	 menyiapkan administrasi fasilitasi dan koordinasi perubahan 
status desa menjadi kelurahan; 

h.	 menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam 
pembentukan, penggabungan dan atau penghapusan Desa; 

1.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian 
Administrasi Pemerintahan dan Perangkat Desa/ke1urahan agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil­
guna; 

J.	 membagi habis tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan 
dan Perangkat Desalkelurahan kepada aparatur NSU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

I.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
m.	 membantu menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi 
Pemerintahan dan Perangkat Desa/kelurahan; 

n.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan; 

o.	 membantu menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan; 
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p. membantu menyiapkan bahan penyusunan, perumusan 
pembinaan/pemberdayaan dan koordinasi kebijakan dibidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan; dan 

q. mengevaluasi, memonitoring pelaporan pelaksanaan kegiatan 
dibidang administrasi Pemberdayaan Masyarakat 
Desa/kelurahan, 

Paragraf3 
Bagian Humas dan Protokol 

Pasal20 

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan 
materi, penyusunan dan perumusan kebijaksanaan, pembinaan, 
koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan 
kehumasan, keprotokolan, redaksi dan publikasi Komunikasi dan 
Inforrnatika. 

Pasal21 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, 
Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi : 

a.	 penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang 
pelayanan kehumasan dan pemberitaan, keprotokolan, redaksi dan 
publikasi Komunikasi dan Inforrnatika; 

b.	 penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelayanan 
kehumasan dan pemberitaan, keprotokolan, redaksi dan publikasi 
Komunikasi dan Inforrnatika; 

c.	 penyiapan bahan koordinasi daIam rangka penyelenggaraan 
pelayanan kehumasan dan pemberitaan, keprotokolan, redaksi dan 
publikasi Komunikasi dan Inforrnatika; 

d.	 penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pelayanan kehumasan dan pemberitaan, keprotokolan, redaksi dan 
publikasi; 

e.	 pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Humas dan Protokol 
dibidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada dilingkungan Bagian Humas dan Protokol 
mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

f.	 pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan daIam pelaksanaan tugas; 

g.	 pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan di ambil dibidang humas dan 
protokol; 

h.	 penilaian aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 

I.	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan 
kehumasan dan pemberitaan, keprotokolan, redaksi publikasi 
kepada atasan, sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai 
bahan rnasukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih Ianjut; 

J.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal22 

(I)	 Bagian Humas dan Protokol, membawahi : 
a.	 Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pemberitaan; 
b.	 Sub Bagian Protokol; dan 
c.	 Sub Bagian Redaksi dan Publikasi. 
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(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat	 (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawab 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol. 

Pasal23 

(I)	 Sub Bagian PeJayanan Kehumasan dan Pemberitaan mempunyai 
tugas menyiapkan penyusunan perumusan kebijaksanaan, petunjuk 
teknis dan koordinasi dibidang pelayanan kehumasan dan 
pemberitaan kegiatan pembangunan, pemerintaban dan 
kemasyarakatan, serta kebijakan pimpinan Pemerintab Kabupaten. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pemberitaan 
adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan pelayanan 
kehumasan dan pemberitaan kegiatan pembangunan, 
pemerintahan dan kemasyarakatan, serta kebijakan pimpinan 
Pemerintah Kabupaten; 

b. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis 
penyelenggaraan pelayanan kehumasan dan pemberitaan 
kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, 
serta kebijakan pimpinan Pemerintah Kabupaten; 

c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan 
kehumasan dan pemberitaan kegiatan pembangunan, 
pemerintahan dan kemasyarakatan, serta kebijakan pimpinan 
Pemerintah Kabupaten; 

d. menyiapkan bahan pengumpulan data dan informasi dan 
koordinasi dengan Sekretariat Derah, Dinas, Badan, Kantor, 
Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka penyusunan 
pemberitaan serta pelayanan informasi kepada media 
cetak/elektronik; 

e. menyiapkan bahan pembinaan dan menjalin kerjasama dan 
hubungan baik dengan media cetak/e1ektronik; 

f. menyiapkan bahan,mengumpulkan data, informasi dan 
komunikasi dengan instansi terkait mengenai komunikasi dan 
informatika; 

g. menyiapkan bahan peliputan kegiatan Pimpinan dibidang 
pembangunan, pemerintaban dan kemasyarakatan; 

h. mendokumentasikan kegiatan penting Pemerintah Kabupaten 
dan dibidang pembangunan, pemerintahan dan 
kemasyarakatan; 

1. menyiapkan penyusunan kliping bcrita-berita Lampung Selatan 
dibidang pembangunan, pemerintaban dan kemasyarakatan; 

J.	 menyiapkan bahan pembinaan dan kerjasarna dengan radio 
daerab dibidang materi siaran; 

k.	 memimpin, mengaraltkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Urnum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Pelayanan 
Kehumasan dan Pemberitaan agar dapat meiaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

I.	 membagi habis tugas Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan 
Pemberitaan kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

m.	 mengumpulkan, menghimpun dan rnenyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

n.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
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o. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan kehwnasan dan 
pemberitaan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

Pasal24 

(1)	 Sub Bagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan 
penyusunan program dan rencana kerja dibidang keprotokolan, 
menyiapkan fasilitasi tamu Pemerintah Daerah, penyusunan acara 
dan penyelenggaraan administrasi peljalanan dinas Pimpinan, serta 
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 
keprotokolan. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Protokol, adalah sebagai berikut: 

a.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
keprotokolan; 

b.	 melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait mengenai 
acara penerimaan, penjernputan, pendamping serta pesiapan 
lainnya dalam rangka penerirnaan tamu-tamu Pemerintah 
Daerah; 

c.	 menyiapkan dan melaksanakan koordinasi kegiatan upacara 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten; 

d.	 menyiapkan bahan pengaturan dan pembuatan jadwal kerja 
pimpinan; 

e.	 menyiapkan bahan pengaturan tata cara I protokoler kegiatan 
pimpinan dan upacara; 

f.	 menginventarisir rangkaian kegiatan Pimpinan dalam Agenda 
Kerja Bupati; 

g.	 melaksanakan koodinasi kegiatan dan persiapan kunjungan 
kerja Bupati dan Wakil Bupati dengan Dinas Instansi terkait; 

h.	 menyiapkan bahan I materi dan kelengkapan lainnya yang 
berhubungan dengan kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati; 

1.	 menyiapkan dan mengkoordinasikan administrasi peJjalanan 
dinas Bupati dan Wakil Bupati; 

j.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umwn (NSU) dilingkungan Sub Bagian Protokol 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

k.	 mernbagi habis tugas Sub Bagian Protokol kepada aparatur 
NSU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggungjawabnya masing-masing; 

I.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

m.	 melaksanakan hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
n.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang keprotokolan; dan 
o.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Pasal25 

(I)	 Sub Bagian Redaksi dan Publikasi mempunyai tugas menyiapkan 
penyusunan perumusan kebijaksanaan, petunjuk teknis dan 
koordinasi dibidang redaksi dan publikasi. 
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(2) Rincian tugas Sub Bagian Redaksi dan Publikasi adalah sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dibidang 

redaksi dan publikasi; 

b. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk 
penyelenggaraan bidang redaksi dan publikasi 

teknis 

c. menyiapkan bahan koordinasi 
redaksi dan publikasi; 

penyelenggaraan dibidang 

d. menyiapkan bahan pengumpulan data dan informasi dan 
koordinasi dengan Sekretariat Derah, Dinas, Badan, Kantor, 
Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka penyiapan bahan 
kebijakan pimpinan; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan naskah pidato / 
sambutan pimpinan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten; 

f. menyiapkan penghimpunan pidato / naskah sambutan pimpinan 
sebagai bahan publikasi melalui media cetak / elektronik; 

g. menyiapkan naskah pembuatan pidato/naskah sambutan 
pimpinan sebagai bahan publikasi melalui media cetak / 
elektronik; 

h. menyiapkan naskah dan ilustrasi dan pembuatan majalah, 
brosur, buku saku dan sebagainya mengenai data dan fakta 
Lampung Selatan dalarn rangka publikasi kebijakan pimpinan; 

1. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
StrukturaI Umurn (NSU) dilingkungan Sub Bagian Redaksi 
dan Publikasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

j. membagi habis tugas Sub Bagian Redaksi dan Publikasi 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalarn penyusunan program lebib lanjut; 

I. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang redaksi dan publikasi; dan 

n. melaksanakan 
atasan. 

tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
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Bagian Kelima 
Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Pasal26 

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan 
bahan kebijakan umum pemerintahan daerah dan perencanaan strategis 
bidang kesejahteraan sosial, bina mental spiritual dan kemasyarakatan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan sistem infonnasi, pelayanan 
administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan bidang kesejahteraan sosial, bina mental spiritual dan 
kemasyarakatan. 

Pasal27 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 26, 
Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 

a. perumusan bahan kebijakan umum pemerintahan daerah bidang 
kesejahteraan sosial, hina mental spiritual dan kemasyarakatan; 

b. penyusunan perencanaan strategis bidang kesejahteraan sosial, hina 
mental spiritual dan kemasyarakatan: 

c. pengkoordinasian penyusunan hahan perumusan kehijakan 
pemerintahan daerah bidang kesejahteraan sosial, bina mental 
spiritual dan kemasyarakatan; 

d. penyelenggaraan dan pclayanan administrasi bidang kesejahteraan 
sosial, bina mental spiritual dan kemasyarakatan; 

e. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang 
kesejahteraan sosial, bina mental spiritual dan kemasyarakatan; 

f. pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang 
kesejahteraan sosial, bina mental spiritual dan kemasyarakatan; 

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial, 
bina mental spiritual dan kemasyarakatan; 

h. pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan administratif kepada 
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah sesuai dengan 
bidangnya; 

1.	 pemberian pengarahan dan bimbingan kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan 
dalam pelaksanaan tugas; 

j.	 pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil dibidang 
kesejahteraan sosial, bina mental spiritual dan kemasyarakatan; dan 

k.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal28 

(I)	 Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 
a.	 Bagian Kesejahteraan Sosial; 
b.	 Bagian Bina Mental Spiritual; dan 
c.	 Bagian Kemasyarakatan. 
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(2) Bagian-Bagian sebagaimana	 dimaksud pada ayat (I), masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Kesejahteraan 
Rakyat. 

Paragraf 1
 
Bagian Kesejahteraan Sosial
 

Pasal29 

Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan urnurn pemerintah daerah bidang sosial, 
pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, penyusunan rencana dan 
program kerja bidang bina sosial, pendidikan, kesehatan dan 
ketenagakerjaan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan 
ketenagakerjaan. 

Pasal30 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, 
Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 

a	 penyiapan bahan perumusan kebijakan urnurn pemerintah daerah 
bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan; 

b.	 penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang sosial, 
pendidikan, kesehatan dan ketenagaketjaan; 

c.	 penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 
pembinaan, fasilitasi, koordinasi sistem infonnasi bidang sosial, 
pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan; 

d.	 penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan; 

e.	 penyiapan bahan pengendalian dan petunjuk teknis dibidang sosial, 
pendidikan, kesehatan dan ketenagaketjaan; 

f.	 penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
sosial, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan; 

g.	 pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Kesejahteraan Sosial 
dibidang teknis dan administrasi kepada bawaban, agar setiap 
aparatur yang ada dilingkungan Bagian Kesejahteraan Sosial 
mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

h.	 pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

1.	 pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan di ambil dibidang sosial, 
pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan; 

J.	 penilaian aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 

k.	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di sosial, pendidikan, 
kesehatan dan ketenagakerjaan kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih Ianjut; dan 
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I.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal31 

(I)	 Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi: 

a. Sub Bagian Sosial; 

b. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; dan 

c. Sub Bagian Ketenagak.erjaan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dipimpin oleh seorang Kepa\a Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial. 

Pasal32 

(l)	 Sub Bsgian Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan umum pemerintah daerah bidang sosial, rencana dan 
program kerja bidang sosial, pelestarian nilai-nilai kepah1awanan, 
keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, 
penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan bidang sosial. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Sosial, adalah sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
sosial ; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja 
bidang sosial ; 

c.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
dibidang sosial ; 

d.	 menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi dibidang sosial; 

e.	 menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi administrasi 
dibidang sosial; 

f.	 melaksanakan kegiatan koordinasi penyiapan dan 
penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional seperti 
Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia, Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial, 
Hari AIDS Sedunia, Hari Kebangkitan Nasional, dan Hari 
Lanjut Usia (Lansia); 

g.	 melaksanakan kegiatan pembinaan dalam upaya pengembangan 
pelayanan sosial, pelestarian nilai-nilai kepahiawanan, 
keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan 
sosial; 

h.	 melaksanakan kegiatan koordinasi dan pembinaan terbadap 
pekerja sosial profesionai dan fungsi panti sosial dan swasta; 

1.	 menyusun petunjuk teknis bidang sosial, seleksi administrasi, 
monitoring dan evaluasi bantuan sosial; 
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J.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Sosial agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil­
guna; 

k,	 membagi habis tugas Sub Bagian Sosial kepada aparatur NSU 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing; 

I.	 mengumpu1kan, menghimpun dan menyusun data dan bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

rn.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

n.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang sosial dan bencana alam; dan 

o.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Pasal33 

(I)	 Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah 
bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, rencana dan 
program kerja bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, 
penyelenggaraan sistem informasi serta pernantauan, evaluasi dan 
pelaporan bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan, adalah 
sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
pendidikan, kebudayaan dan kesehatan; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja 
bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan; 

c.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
bidang pendidikan, kebudayaan pembinaan 
Lembaga/Organisasi dibidang pendidikan, kebersihan, 
kesehatan masyarakat, gizi dan sarana kesehatan masyarakat; 

d.	 menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi administrasi 
pendidikan, pembinaan Lembaga/Organisasi dibidang 
pendidikan, kebersihan, kesehatan masyarakat, gizi dan sarana 
kesehatan masyarakat; 

e.	 melaksanakan kegiatan koordinasi persiapan dan 
penyelenggaraan hari-hari besar nasional seperti peringatan 
Han Pndidikan Nasional, Han Aksara Nasional, serta Han 
ADakNasional; 

f	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Pendidikan 
dan Kesehatan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

g.	 membagi habis tugas Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 
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h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

J.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan kesehatan; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Pasal34 

(I)	 Sub Bagian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
ketenagakerjaan, rencana dan program ketja bidang 
ketenagakerjaan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi 
dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut: 

a.	 menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
ketenagakerjaan; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja 
bidang ketenagakerjaan; 

c.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
dibidang pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan 
evaluasi, serta kelembagaan ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

d.	 menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi administrasi 
pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi, 
serta kelembagaan ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

e.	 menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi administrasi 
pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi, 
serta kelembagaan ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

f.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktura1 Umum (NSU) diiingkungan Sub Bagian 
Ketenagakerjaan agar dapat me1aksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

g.	 membagi habis tugas Sub Bagian Ketenagakerjaan kepada 
aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

h.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

i,	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawaban; 

J.	 menyiapkan bahan monitoring, evaiuasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang ketenagakerjaan; dan 

k,	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 
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Paragraf2 
Bagian Bina Mental Spiritual 

Pasal35 

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang bina mental 
spiritual, penyusunan reneana dan program kerja bidang bina mental 
spiritual, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan bidang bina mental spiritual. 

Pasal36 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, 
Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah 
bidang bina mental spiritual yang mencakup pembinaan lembaga 
keagamaan, urusan haji danpemyaan keagamaan, serta dakwah; 

b. penyiapan bahan penyusunan reneana dan program bidang mental 
spiritual yang meneakup pembinaan lembaga keagamaan, urusan 
haji dan perayaan keagamaan, serta pembinaan dakwah; 

e. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 
pembinaan, fasilitasi, koordinasi sistem informasi bidang mental 
spiritual yang mencakup pembinaan lembaga keagamaan, urusan 
haji dan perayaan keagamaan, serta pembinaan dakwah, ; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang mental 
spiritual yang mencakup pembinaan lembaga keagamaan, urusan 
haji dan perayaan keagamaan, serta pembinaan dakwah, ; 

e. penyiapan bahan pengendalian dan petunjuk teknis dibidang mental 
spiritual yang mencakup pembinaan lembaga keagamaan, urusan 
haji dan pemyaan keagamaan, serta pembinaan dakwah ; 

f. pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Bina Mental 
Spiritual dibidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang ada dilingkungan Bagian Bina Mental Spiritual 
mempunyai dan memaharni beban tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

g. pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

h. pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan di ambil dibidang bina mental 
spiritual; 

1.	 penilaian aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 

J.	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang bina lembaga 
keagamaan, urusan haji dan perayaan keagamaan serta dakwah 
kepada atasan, sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai 
bahan rnasukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 
dan 

k.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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PasaI37 

(I) Bagian Bina Mental Spiritual, membawahi : 

a. Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan; 

b. Sub Bagian Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan; dan 

c. Sub Bagian Dakwah. 

(2) Masing-masing	 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina Mental Spiritual. 

PasaI38 

(I)	 Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah 
bidang urusan haji dan perayaan keagamaan / organisasi 
keagamaan, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan 
sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 
urusan haji dan perayaan keagamaan 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan, adalah 
sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah 
daerah bidang pembinaan lembaga / organisasi keagamaan; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
pembinaan lembaga / organisasi keagamaan; 

c.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
bidang lembaga keagamaan / organisasi keagamaan; 

d.	 menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan 
koordinasi sistem informasi dibidang pembinaan lembaga / 
organisasi keagamaan; 

e.	 menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan 
pondok pesantren, Taman Pendidikan Alqur'an, rumah ibadah, 
yayasan keagamaan dan badan amil zakat; 

f.	 menyiapkan koordinas pelaksanaan kegiatan dibidang 
perwujudan Tri Kerukunan Beragama; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Bina 
Lembaga Keagamaan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

h.	 membagi habis tugas Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

i.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

J.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

k.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang bina lembaga keagamaan; dan 
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l.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Pasal39 

(I)	 Sub Bagian Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan mempunyai 
tugas menyiapkan bahan penunusan kebijakan umum pemerintah 
daerah bidang urusan haji dan perayaan keagamaan, penyusunan 
rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 
fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang urusan haji dan 
perayaan keagamaan. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian	 Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan, 
adalah sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah 
daerah bidang urusan haji dan perayaan keagamaan; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
urusan haji dan perayaan keagamaan; 

c.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
bidang urusan haji dan perayaan keagamaan; 

d.	 menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan 
koordinasi sistem informasi administasi dibidang urusan haji 
dan perayaan keagamaan; 

e.	 Menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
penyelenggaraan urusan haji dan umrah serta memberikan 
advis kepada Bupati tentang pengajuan usulan nama-nama 
calon TPHD, TPIHD dan TKHD; 

f.	 Menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
penyelenggaraan zakat dan wakaf; 

g.	 Menyiapkan koordinasi persiapan dan penyelenggaraan 
peringatan Hari-hari besar islam seperti Isra' Mi'raj, Tahun 
Barn Islam, Iedul Fitri, Iedul Adha, Safari Rarnadhan serta 
kegiatan keagamaan lainnya; 

h.	 mernimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non 
Struktura1 Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Bina 
Lembaga Keagamaan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

i.	 membagi habis tugas Sub Bagian Urusan Haji dan Perayaan 
Keagamaan kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar 
setiap personil memaharni tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

j.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

l.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang urusan haji dan perayaan 
keagamaan; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



26 

Pasal40 

(1)	 Sub Bagian Dakwah mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang urosan 
dakwah, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan 
sistem infonnasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang. 
urusandakwah. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Dakwah, adaIah sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah 
daerah bidang urusan dakwah; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
urusandakwah; 

c.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
bidang urusan dakwah; 

d.	 menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan 
koordinasi sistem informasi dibidang urusan dakwah; 

e.	 menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
Musabaqoh Tilawatil Qur'an, LPTQ, serta pembinaan Qori­
qoriah serta pengiriman kafilah ke tingkat propinsi dan tingkat 
nasional; 

f.	 menyiapkan koordinasi peloksanaan kegiatan dibidang 
penyelenggaraan pembinaan Remaja Islam Masjid, para Imam 
dan Khotib, Keluarga Sakinah dan Pengurus Ta'mir Masjid; 

g.	 menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
penyelenggaraan Penerangan Masyarakat Islam (Penamas); 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non 
StrukturaI Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Dakwah 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

I.	 membagi habis tugas Sub Bagian Dakwah kepada aparatur 
NSU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggungjawabnya masing-masing; 

j.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

k, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

I.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang dakwah; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Paragraf2 
Oagian Kemasyarakatan 

Pasal4l 

Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang kemasyarakatan, 
penyusunan rencana dan program keIja bidang kemasyarakatan, 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, 
penyelenggaraan sistem infonnasi serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan bidang kemasyarakatan, 
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PasaI42 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud Pasal 40, 
Bagian Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah 
bidang kemasyarakatan yang mencakup kepemudaan, olahraga, 
kepramukaan, pemberdayaan perempuan, bina keluarga, 
perlindungan perempuan dan anak; 

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
kemasyarakatan yang mencakup kepemudaan, olahraga, 
kepramukaan, pemberdayaan perempuan, bina keluarga, 
perlindungan perempuan dan anak; 

c. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 
pembinaan, fasilitasi, koordinasi sistem informasi bidang 
kemasyarakatan yang mencakup kepemudaan, olahraga, 
kepramukaan, pemberdayaan perempuan, bina keluarga, 
perlindungan perempuan dan anak; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang 
kemasyarakatan yang mencakup kepemudaan, olahraga, 
kepramukaan, pemberdayaan perempuan, bina keluarga, 
perlindungan perempuan dan anak; 

e. penyiapan bahan pengendalian dan petunjuk teknis 
kemasyarakatan yang mencakup kepemudaan, 
kepramukaan, pemberdayaan perempuan, bina 
perlindungan perempuan dan anak; 

dibidang 
olahraga, 
keluarga, 

f. pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Kemasyarakatan 
dibidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada dilingkungan Bagian Kemasyarakatan 
mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

g. pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari teJjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

h. pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan di ambil dibidang 
Kemasyarakatan; 

i. penilaian aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 

j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kepemudaan, Olahraga, 
Kepramukaan, Pemberdayaan Perempuan, Bina Keluarga, 
Perlindungan Perempuan dan Anak kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan 

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

PasaI43 
(I)	 Bagian Kemasyarakatan, membawahi : 

a.	 Sub Bagian Pemuda dan Olahraga; 

b.	 Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan; dan 

c.	 Sub Bagian Bina Keluarga, Perlindungan Perempuan dan 
Anak. 
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(2)	 Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kemasyarakatan. 

Pasal44 

(l)	 Sub Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
kepemudaan, olahraga dan kepramukaan, penyusunan rencana dan 
program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pernantauan, 
evaluasi dan pelaporan bidang. kepemudaan, olahraga dan 
kepramukaan. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Pemuda dan Olahraga, adalah sebagai 
berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah 
daerah bidang kepemudaan, olahraga dan kepramukaan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana 
kepemudaan, olahraga dan kepramukaan; 

dan program bidang 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
bidang kepemudaan, olahraga dan kepramukaan; 

administrasi 

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, fasiJitasi dan 
koordinasi sistem informasi dibidang kepemudaan, olanraza 
dan kepramukaan; 

e. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Pemuda 
dan 01ahraga agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

f. membagi habis tugas Sub Bagian Pemuda dan Olahraga 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

g. mengumpu1kan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih laniur; 

h. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang Pemuda dan olahraga; dan 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
ata~an. 

Pasal45 

(I)	 Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah 
bidang pemberdayaan perempuan, penyusunan rencana dan 
program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, 
evaiuasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, adalah 
sebagai berikut : 
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rr>: 

-


a.	 menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah 
daerah bidang pemberdayaan perempuan; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
pemberdayaan perempuan; 

c.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
bidang pemberdayaan perempuan; 

d. menyiapkan 
koordinasi 
perempuan; 

bahan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan 
sistem informasi dibidang pemberdayaan 

e. merrumpm, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian 
Pemberdayaan Perempuan agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

f. membagi habis tugas Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
rnernaharni tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

g. rnengumpuikan, rnenghimpun dan rnenyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

h. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

1. rnenyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan; dan 

j. rnelaksanakan tugas 
atasan. 

kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Pasal46 

(I)	 Sub Bagian Bina Keluarga, Perlindungan Perernpuan dan Anak 
rnernpunyai tugas rnenyiapkan bahan perurnusan kebijakan umum 
pemerintah daerah bidang bina keluarga, perlindungan perempuan 
dan anak, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan 
sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang. bina 
keluarga, perlindungan perempuan dan anak. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Keluarga, Perlindungan Perempuan dan 
Anak, adalah sebagai beriirut : 

a.	 menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pernerintah 
daerah bidang bina keluarga, perlindungan perempuan dan 
anak; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
bina keluarga, perlindungan perempuan dan anak; 

c.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
bidang bina keluarga, perlindungan perernpuan dan anak; 

d.	 menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan 
koordinasi sistem informasi dibidang bina keluarga, 
perlindungan perempuan dan anak; 

e.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Keluarga, 
Perlindungan Perempuan dan Anak agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 
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f.	 membagi habis tugas Sub Bagian BiM Keluarga, Perlindungan 
Perempuan dan Anak kepada aparatur NSU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggungjawabnya masing-rnasing; 

g.	 mengumpu1kan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

h.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

i.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang keluarga, perlindungan 
perempuan dan anak; dan 

j.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Bagian Keenam
 
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 

Pasal47 

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas 
merumuskan bahan kebijakan umum pemerintahan daerah dan 
perencanaan strategis bidang perekonomian, pembangunan dan simber 
daya alam, pengkoordinasian penyelenggaraan sistem infonnasi, 
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan bidang perekonomian, pembangunan dan simber daya 
alamo 

Pasal48 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 46, 
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi : 

a.	 perumusan bahan kebijakan umum pemerintahan daerah bidang 
perekonomian, pembangunan dan simber daya alam; 

b.	 penyusunan perencanaan strategis bidang perekonomian, 
pembangunan dan simber daya alam; 

C.	 pengkoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan 
pemerintahan daerah bidang perekonomian, pembangunan dan 
sumber daya alam; 

d.	 penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang perekonomian, 
pembangunan dan simber daya alam; 

e.	 fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang 
perekonomian, pembangunan dan simber daya alam; 

f.	 pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang 
perekonomian, pembangunan dan simber daya alam; 

g.	 pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian, 
pembangunan dan simber daya alam; 

h.	 pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan administratif kepada 
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah sesuai dengan 
bidangnya; 

I.	 pemberian pengarahan dan bimbingan kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan 
dalam pelaksanaan tugas; 
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j. pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil e1ibidang 
perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang e1iberikan oleh atasan. 

Pasal49 

(I)	 Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi : 

a.	 Bagian Perekonomian; dan 

b.	 Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam. 

(2) Bagian-Bagian	 sebagaimana dimaksud pada ayat (I), masing­
masing e1ipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan. 

Paragrafl 
Bagian Perekonomian 

Pasal50 

Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan umum pemerintah daerah bidang perekonomian, penyusunan 
rencana dan program kerja bidang perekonomian, pembinaan, 
koordinasi dan petunjuk teknis serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan bidang perekonomian. 

Pasal51 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : 

a.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah 
bidang perekonomian; 

b.	 penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
perekonomian; 

c.	 penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 
pembinaan, fasilitasi, koordinasi sistem infonnasi bidang 
perekonomian; 

d.	 penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang 
perekonomian; 

e.	 penyiapan bahan pengendalian dan petunjuk teknis e1ibidang 
perekonomian; 

f.	 pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Perekonomian 
dibidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada eIilingkungan Bagian Perekonomian mempunyai 
dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

g.	 pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari teIjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

h.	 pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan eli ambil dibidang perekonomian; 

1.	 penilaian aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 
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J.	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian 
kepada atasan, sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai 
bahan rnasukan untuk dijadikan baban pertimbangan lebih lanjut; 
dan 

k.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelanearan pelaksanaan tugas. 

Pasal52 

(I)	 Bagian Perekonomian, membawabi : 

a.	 Sub Bagian Sarana Perekonomian; 

b.	 Sub Bagian Bina Produksi Daerab; dan 

e.	 Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerab. 

(2) Masing-rnasing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawab 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perekonomian. 

Pasal53 

(I)	 Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerab bidang 
sarana perekonomian daerah, rencana dan program kerja bidang 
sarana perekonomian, pembinaan, koordinasi dan petunjuk teknis 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana 
perekonomian daerab. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian	 Sarana Perekonomian, adaiab sebagai 
berikut: 

a.	 menyiapkan baban kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
sarana perekonomian daerab; 

b.	 menyiapkan baban penyusunan reneana dan program kerja 
bidang sarana perekonomian daerah; 

e.	 menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengembangan 
sarana / prasarana perekonomian daerab yang mencakup 
pengembangan perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, 
koperasi, usaba menengah keeil mikro (UMKM), dan Badan 
Usaba Milik Daerah, serta perhubungan dan telekomunikasi. 

d.	 menyiapkan baban koordinasi dengan DinaslInstansi terkait 
dalam rangka pengembangaa sarana / prasarana perekonomian 
daerah yang mencakup pengembangan perindustrian, 
perdagangan, lingkungan hidup, koperasi, usaba menengab 
keeil mikro (UMKM), dan Badan Usaba Milik Daerah, serta 
perhubungan dan telekomunikasi; 

e.	 menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka 
pengembangan sarana / prasarana perekonomian daerah yang 
meneakup pengembangan perindustrian, perdagangan, 
lingkungan hidup, koperasi, usaba menengab keeil mikro 
(UMKM), dan Badan Usaba Milik Daerab, serta perhubungan 
dan telekomunikasi; 

f.	 menyiapkan baban-baban dalam rangka monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaba 
dibidang sarana / prasarana perekonomian daerah yang 



33 

meneakup pengembangan perindustrian, perdagangan, 
lingkungan hidup, koperasi, usaha menengah kecil mikro 
(UMKM), dan Badan Usaha Milik Daerah, serta perhubungan 
dan telekomunikasi; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Sarana 
Perekonomian agar dapat melaksanakan tugas seeara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

h.	 membagi habis tugas Sub Bagian Sarana Perekonomian 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

I.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebib lanjut; 

J.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

k.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang sarana perekonomian; dan 

I.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan.
 

Pasal54
 

( I)	 Sub Bagian Bina Produksi Daerah mempunyai tugas menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang bina 
produksi daerah , reneana dan program kerja bidang bina produksi 
daerah, pembinaan, koordinasi dan petunjuk teknis serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina produksi daerah. 

(2)	 Rineian tugas Sub Bagian Bina Produksi Daerah, adalah sebagai 
berikut: 

a.	 menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
bina produksi daerah; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan reneana dan program kerja 
bidang bina produksi daerah; 

e.	 menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi 
daerah yang mencakup pengembangan dan peningkatan 
produksi pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, petemakan, 
pertambangan, energi, kelistrikan, kelautan, perikanan, 
kehutanan dan sumber daya air. 

d.	 menyiapkan bahan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait 
dalam rangka pembinaan dan pengembangan produksi daerah 
yang meneakup pengembangan dan peningkatan produksi 
pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, petemakan, 
pertambangan, energi, kelistrikan, kelautan, perikanan, 
kehutanan dan sumber daya air; 

e.	 menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan 
dan pengembangan produksi daerah yang mencakup 
pengembangan dan peningkatan produksi pertanian, ketahanan 
pangan, perkebunan, petemakan, pertambangan, energi, 
kelistrikan, ke1autan, perikanan, kehutanan dan sumber daya 
air; 

f.	 menyiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi 
daerah yang mencakup pengembangan dan peningkatan 
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produksi pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, peternakan, 
pertambangan, energi, kelistrikan, kelautan, perikanan, 
kehutanan dan sumber daya air. 

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktura1 Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Bina 
Produksi Daerah agar dapat me1aksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

h. membagi habis tugas Sub Bagian Bina Produksi Daerah 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memaharni tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

1.	 mengumpu1kan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalarn penyusunan program lebih lanjut; 

J.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

k.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang bina produksi daerah; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Pasal55 

(l)	 Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perurnusan kebijakan umum pemerintah daerah 
bidang pengembangan dan promosi potensi daerah, rencana dan 
program kerja bidang pengembangan dan promosi potensi daerah, 
pembinaan, koordinasi dan petunj uk teknis serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan promosi potensi 
daerah. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah, adalah 
sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
Pengernbangan Potensi Daerah; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja 
bidang Pengembangan Potensi Daerah; 

c.	 menyiapkan bahan pembinaan dalarn rangka pengembangan 
dan promosi potensi daerah; 

d.	 menyiapkan bahan koordinasi dengan DinaslInstansi terkait 
dalam rangka pengembangan dan promosi potensi daerah; 

e.	 menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka 
pengembangan dan promosi potensi daerah; 

f.	 menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan 
investasi dan promosi dibidang perindustrian, perdagangan, 
kebudayaan dan pariwisata, kemitraan dan perizinan; 

g.	 menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan 
potensi daerah dengan dinas instansi terkait guna 
menumbuhkembangkan dunia usaha, serta pelaksanaan 
sosialisasi mengenai potensi daerah guna menarik investor 
untuk menanarnkan modalnya di Larnpung Selatan; 

h.	 melaksanakan inventarisasi data dan inforrnasi, evaluasi dan 
monitoring berbagai potensi daerah dalam rangka perencanaan 
program peningkatan potensi daerah; 
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i. melaksanakan evaluasi dan monitoring penyaluran barang, 
harga dan kondisi sembako di pasaran untuk 
menumbuhkembangkan perekonomian rakyat dengan menekan 
adanya gejolak kenaikan harga; 

j. melaksanakan registrasi mengenai masalah rnasyarakat miskin 
se-Kabupaten Lampung Selatan guna penetapan dan 
pendistribusian subsidi hems Raskin dalam rangka pengentasan 
kemiskinan di sektor pangan; 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
StrukturaI Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian 
Pengembangan Potensi Daerah agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berbasil-guna; 

I.	 membagi habis tugas Sub Bagian Pengembangan Potensi 
Daerah kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing­
masing; 

m.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun datadari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

n.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

o.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaaa kegiatan dibidang pengembangan potensi daerah; 
dan 

p.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Paragraf2 
Bagian Pembangunan dan Sumber Daya A1am 

Pasal56 

Bagian Pembangunan dan Sumber daya Alam mempunyai tugas 
mengkaji, merumuskan, menata, dan menyempurnakan administrasi 
pembangunan daerah, meliputi perencanaan administrasi kebijakan 
wnwn pembangunan, prioritas program dan kegiatan, penataan, 
pemantauan, pelaporan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 
program-program pembangunan, serta memberikan fasilitasi dan' 
pembinaan terkait administrasi pembangunan daerah. 

Pasal57 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 
Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : 

a.	 penyiapan bahan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan umum 
administrasi pembangunan daerah dibidang ekonomi, sosial budaya, 
dan fisik prasarana; 

b.	 pengkajian, perumasan dan penataan prioritas program dan kegiatan 
pembangunan daerah; 

c.	 pengkajian dan verifikasi bahan rancangan rencana kerja dan 
anggaran pembangunan SKPD setiap tahun secara teknis dan 
administrasi sesuai peraturan perundangan; 
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d. pengkajian dan penataan bahan dokumen anggaran pembangunan 
setiap tahun, secara teknis dan administrasi sesuai Peraturan 
Perundangan; 

e. penyusunan dan Pengkajian bahan 
pemantauan, pengendalian, pelaporan, 
program pembangunan; 

pelaksanaan 
dan evaluasi 

kegiatan 
program­

f. pelaksanaan kegiatan pemantauan., pengendalian, pelaporan, dan 
evaluasi program-program pembangunan daerah yang bersumber 
dari dana APBD. 

g. inventarisasi dan pengkajian hasil pemantauan, pengendalian, 
pelaporan dan evaluasi program-program pembangunan yang 
bersumber dari dana APBN; 

h. penyusunan dan persiapan bahan sosialisasi dan publikasi 
rancangan peraturan daerah terkait tentang administrasi rencana 
anggaran (RAPBD dan RPAPBD) dan administrasi laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada publik, sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

1.	 penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semester dan prognosis 
semester pelaksanaan program dan kegiatan APBD; 

J.	 penyusunan, pengkajian dan penyempumaan bahan pembinaan dan 
petunjuk pelaksanaan teknis program-program pembangunan 
ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana; 

k.	 pembinaan dan fasilitasi kepada Satuan KeIjalSKPD terkait 
administrasi pembangunan daerah; 

I.	 pelaksanaan koordinasi penataan administrasi pembangunan daerah 
termasuk perubahan!revisi APBD satuan kerja terkait; 

m.	 pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Pembangunan dan 
Sumber Daya Alam dibidang teknis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada dilingkungan Bagian 
Pembangunan mempunyai dan memahami beban tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing; 

n.	 pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

o.	 pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan di ambil dibidang pembangunan; 

p.	 penilaian aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 

q.	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan 
kepada atasan, sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai 
bahan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 
dan 

r.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Pasal58 

(I) Bagian Pernbangunan dan Sumber Daya Alam, membawahi ; 

a Sub Bagian Program; 

b. Sub Bagian Pengendalian dan Sumber Daya Alam; dan 

c. Sub Bagian Pelaporan, 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber 
DayaAlam. 

Pasal59 

(1)	 Sub Bagian Program mempunyai tugas mengkaji, merumuskan, 
menata, dan menyempurnakan administrasi pembangunan dibidang 
perencanaan administrasi kebijakan umum pembangunan, prioritas 
program dan kegiatan, serta memberikan fasilitasi dan pembinaan 
terkait administrasi pembangunan dibidang perencanaan 
administrasi kebijakan umum pembangunan, prioritas program dan 
kegiatan. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Program, adalah sebagai berikut ; 

a.	 mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan umum administrasi 
pembangunan daerah; 

b.	 mengkaji, merumuskan prioritas program dan kegiatan 
pembangunan daerah; 

c.	 mengkaji dan memverifikasi bahan rancangan rencana kerja 
dan anggaran pembangunan daerah setiap tahun baik secara 
teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan; 

d.	 menyusun bahan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan teknis 
program-program pembangunan; 

e.	 melakukan pembinaan dan mernfasilitasi Satuan Kerja/SKPD 
dalam peningkatan kinerja administrasi pembangunan daerah 
dibidang perencanaan administrasi kebijakan wnum 
pembangunan, prioritas program dan kegiatan; 

f.	 menyusun dan menyempurnakan mekanisme dan prosedur 
terkait administrasi pembangunan dibidang perencanaan 
administrasi kebijakan umum pembangunan, prioritas program 
dan kegiatan; 

g.	 me1aksanakan koordinasi penataan administrasi pembangunan 
dibidang perencanaan administrasi kebijakan umum 
pembangunan, prioritas program dan kegiatan dengan unit kerja 
terkait; 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Program 
agar dapat me1aksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

I.	 membagi habis tugas Sub Bagian Program kepada aparatur 
NSU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggungjawabnya masing-masing; 

j.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 
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k.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

I.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang program; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Pasal60 

(I)	 Sub Bagian Pengendalian dan Sumber Daya Alam mempunyai 
tugas melaksanakan penataan, pemantauan, pengendalian, dan 
evaluasi pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan 
daerah dan sumber daya alam serta memberikan fasilitasi dan 
pembinaan terkait administrasi pembangunan dibidang penataan, 
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program­
program dan kegiatan pembangunan daerah dan sumber daya alam. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Pengendalian dan Sumber Daya Alam, 
adalah sebagai berikut : 

a.	 mengkaji dan menata bahan dokumen anggaran dan 
pelaksanaan program/kegiatan pengolahan sumber daya alam 
setiap tahun; 

b.	 menyusun dan mengkaji bahan persiapan pemantauan dan 
pengendalian, program-program pembangunan daerah dan 
sumber daya alam yang bersumber dana APBD; 

C.	 melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian 
program-program pembangunan daerah dan pengelolaan 
sumber daya alam yang bersumber dana APBD; 

d.	 menginventarisir dan mengkaji basil pemantauan dan 
pengendalian program-program pembangunan daerah dan 
pengelolan sumber daya alam yang bersumber dari dana 
APBN; 

e.	 mengkaji bahan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan teknis 
program-program pembangunan daerah dan pengelolaan 
sumber daya alam; 

f.	 menyempurnakan bahan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan 
teknis program-program pembangunan daerah dan pengelolaan 
sumber daya alam; 

g.	 melakukan pembinaan dan memfasilitasi Satuan Kerja/SKPD 
dalam peningkatan kinerja administrasi pembangunan daerah 
dibidang penataan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan 
program-program dan kegiatan pembangunan daerah dan 
pengelolaan sumber daya alam; 

h.	 menyusun dan menyempurnakan mekanisme dan prosedur 
terkait administrasi pembangunan daerah dibidang penataan, 
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program-program 
dan kegiatan pembangunan daerah dan pengelolaan sumber 
daya alam; 

I.	 melaksanakan koordinasi penataan administrasi pembangunan 
daerah dibidang penataan, pemantauan dan pengendalian 
pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan 
daerah dan pengelolaan sumber daya alam dengan unit kerja 
terkait; 
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j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian 
Pengendalian dan Sumber Daya Alam agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Pengendalian dan Sumber 
Daya Alam kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar 
setiap personil memaharni tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

I.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebib lanjut; 

m.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

n.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian dan sumber daya 
alam; dan 

o.	 me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Pasal61 

(1)	 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan merekapitulasi, data 
laporan dan hasil pemantauan atas pelaksanaan program dan 
kegiatan pembangunan daerah, serta membangun sistem informasi 
administrasi pembangunan daerah. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Pelaporan, adalah sebagai berikut : 

a.	 mengkoordinir inventarisasi, pengolahan data dan penyusunan 
laporan bulanan/triwulan/tahunan pelaksanaan program­
program pembangunan; 

b.	 menyusun bahan koordinasi penyusunan laporan tahunan 
pelaksanakan program-program pembangunan; 

c.	 mengumpu1kan, mengolah, menganalisa data Rencana 
Operasional Kegiatan (ROK); 

d.	 merekapitulasi dan mengolah laporan realisasi fisik dan 
keuangan pelaksanaan program-program dan kegiatan 
pembangunan; 

e.	 membuat laporan realisasi fisik dan keuangan khususnya 
belanja langsung ke dalam format kinerja; 

f.	 menyampaikan laporan triwulanan realisasi fisik dan keuangan 
ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten. 

g.	 melaksanakan koordinasi penataan administrasi pembangunan 
daerah dibidang evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program­
program dan kegiatan pembangunan daerah dengan unit kerja 
terkait. 

h.	 mengkoordinir publikasi dan penyampaian informasi 
pelaksanaan program-program pembangunan, hasil monitoring 
dan pengendalian, serta hasil evaluasi pembangunan bidang 
ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana, kepada stakeholder 
terkait; 
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I.	 melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen 
administrasi pembangunan daerah; 

J.	 mengumpulkan, mengkaji, menganalisa dan menyusun data­
data program pembangunan; 

k.	 memberikan pelayanan dan informasi pembangunan daerah. 

I.	 melaksanakan koordinasi informasi administrasi pembangunan 
daerah dengan unit kerja terkait. 

m. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktura! Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Evaluasi 
dan Pelaporan agar dapat rnelaksanakan tugas secara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

p. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

q. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang evaluasi dan pelaporan; dan 

r. melaksanakan tugas 
atasan. 

kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Bagian Ketujuh 
Asisten Bidang Administrasi Umum 

Pasal62 

Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas merumuskan 
bahan kebijakan umum pemerintahan daerah dan perencanaan strategis 
bidang organisasi, urusan umum dan hukum, pengkoordinasian 
penyelenggaraan sistem informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang organisasi, 
urusan umum dan hukum. 

Pasal63 

Untuk menyeJenggarakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 61, 
Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi : 

a.	 perumusan bahan kebijakan umum pemerintahan daerah bidang 
organisasi, urusan umum dan bukum; 

b.	 penyusunan perencanaan strategis bidang organisasi, urusan umum 
danhukum; 

c.	 pengkoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan 
pemerintahan daerah bidang organisasi, urusan umum dan hukum; 

d.	 penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang organisasi, 
urusan umum dan bukum; 

e.	 fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang organisasi, 
urusan umum dan hukum; 

f.	 pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang 
organisasi, urusan umum dan hukum; 
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g.	 pemantanan, evaluasi dan pelaporan bidang organisasi, urusan 
umum dan hukum; 

h.	 pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan administratif kepada 
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah sesuai dengan 
bidangnya; 

i.	 pemberian pengarahan dan bimbingan kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan 
dalam pelaksanaan tugas; 

j.	 pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil 
pemerintahan umum, otonomi daerah dan 
kemasyarakatan; dan 

dibidang 
hubungan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal64 

(1)	 Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi : 

a.	 Bagian Organisasi; 

b.	 Bagian Umum; dan 

c.	 Bagian Hukum, 

(2) Bagian-Bagian sebagaimana	 dimaksud pada ayat (1), masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Administrasi Umum. 

Paragrafl 
Bagian Organisasi 

Pasa! 65 

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan umum pemerintah daerah bidang kelembagaan, 
ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan, penyusunan rencana dan 
program kerja bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, an8lisis dan 
formasi jabatan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, ketataIaksanaan, analisis 
dan formasi jabatan. 

Pasal66 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 65, 
Bagian Organisasi mempunyai fungsi : 

a.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah 
bidang kelembagaan, ketataIaksanaan, analisis dan fonnasi jabatan; 

b.	 penyiapan bahan penyusunan rencana dan prognun bidang 
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan; 
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c. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 
pembinaan, fasilitasi, koordinasi sistem infonnasi bidang 
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan fonnasi jabatan; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan; 

bidang 

e. penyiapan bahan pengendalian dan petunjuk teknis dibidang 
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan fonnasi jabatan; 

f. pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Organisasi dibidang 
teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
ada dilingkungan Bagian Organisasi mempunyai dan memahami 
beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

g. pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

h. pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan di ambil dibidang kelembagaan, 
ketatalaksanaan, analisis dan fonnasi jabatan; 

i. penilaian aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 

j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan, 
ketatalaksanaan, analisis dan fonnasi jabatan kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan 

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal67 

(1)	 Bagian Organisasi, membawahi: 

a.	 Sub Bagian Kelembagaan; 

b.	 Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan 

c.	 Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan. 

(2)	 Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Organisasi. 

Pasal68 

(1)	 Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
kelembagaan, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan 
sistem infonnasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang. 
kelembagaan. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Kelembagaan, adalah sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah 
daerah bidang kelembagaan; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
kelernbagaan; 
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c.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
bidang penataan kelembagaan dan fasilitasi kelembagaan 
perangkat daerah; 

d.	 menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan 
kootdinasi dibidang penataan kelembagaan perangkat daerah; 

e.	 menyiapkan bahan pengkajian dan pembinaan bidang penataan 
kelembagaan perangkatdaerah; 

f.	 menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis monitoring 
dan evaluasi perangkat daerah Kabupaten; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian 
Kelembagaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya­
guns dan berhasil-guna; 

h.	 membagi habis tugas Sub Bagian Kelembagaan kepada 
aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

i.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dati bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

j.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

k.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan; dan 

I.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Pasal69 

(I) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur negara, penyusunan 
rencana dan program. pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 
fasilitasi dan kootdinasi, penyelenggaraan sistem informasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang. ketatalaksanaan dan 
pendayagunaan aparatur negara. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan, adalah sebagai berikut: 

a.	 menyiapkan bahan penunusan kebijakan umum pemerintah 
daerah bidang ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur 
negara; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan reneana dan program bidang 
ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur negara; 

c.	 menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis 
tata cars danprosedur kerja pads Pemerintah Kabupaten; 

d.	 menyiapkan bahan pengkajian, penataan, pemberdayaan dan 
fasilitasi standarisasi dan pengaturan pads Pemerintah 
Kabupaten; 

e.	 menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis 
standarisasi dan pengaturan pads Pemerintah Kabupaten; 

f.	 menyiapkan bahan pengkajian, penataaa, pemberdayaan dan 
fasilitasi pengembangan sumber daya aparatur; 
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g.	 mengurnpulkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan implementasi terhadap program Pendayagunaan 
Aparatur Negara (PAN) di daerah Kabupeten; 

h.	 menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis 
pengembangan surnber daya aparatur pada Pemerintah 
Kabupaten; 

I.	 menyiapkan bahan laporan penetapan kinerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten; 

j.	 menyiapkan bahan pengkajian, penataan, pemberdayaan dan 
fasilitasi sistem pengendalian intern pada Pemerintah 
Kabupaten; 

k.	 menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis 
sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten; 

I.	 menyiapkan bahan pengkajian, penataan, pemberdayaan dan 
fasilitasi pengembangan budaya kerja pada Pemerintah 
Kabupaten; 

m.	 menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis 
pengembangan budaya kerja pada Pemerintah Kabupaten; 

~ n.	 menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem infonnasi dibidang 
ketatalaksanaan danpendayagunaan aparatur negara; 

o.	 mengumpulkan bahan dan pedoman Tata Naskah Dinas 
Kabupaten; 

p.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
StrukturaI Umurn (NSU) dilingkungan Sub Bagian 
Ketatalaksanaan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

q.	 membagi habis tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan kepada 
aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memaharni tugas dantanggungjawabnya rnasing-rnasing; 

r.	 mengurnpulkan, menghirnpun danmenyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

s.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

t.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang ketatalaksanaan; dan 

u.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Pasal70 

(1)	 Sub Bagian Analisis dan Forrnasi Jabatan mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perurnusan kebijakan urnurn pemerintah daerah 
bidang analisis dan forrnasi jabatan, penyusunan rencana dan 
program, pelaksanaan dan pelayanan adrninistrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sistem inforrnasi, pernantauan, 
evaluasi dan pelaporan bidang. analisis dan forrnasi jabatan. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian	 Ana1isis dan Forrnasi Jabatan, adalah 
sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan perurnusan kebijakan urnurn pemerintah 
daerah bidang analisis dan formasi jabatan; 

b.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
analisis dan forrnasi jabatan; 

c.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan adrninistrasi 
dalarn rangka penyusunan rincian tugas jabatan pada perangkat 
daerah; 

d.	 menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan adrninistrasi 
dalarn rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban 
ketja pada perangkat daerah; 
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e. menyiapkan bahan pengkajian, penataan, pemberdayaan dan 
fasilitasi dibidang analisis dan formasi jabatan pada Pemerintah 
Kabupaten; 

f. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis 
dibidang analisis dan fonnasi jabatan pada Pemerintah 
Kabupaten; 

g. menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi dibidang 
analisis dan formasi jabatan; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi apamtur Non 
Struktural Umurn (NSU) dilingkungan Sub Bagian Analisis 
dan Fonnasi Jabatan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

i, membagi habis tugas Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan 
kepada aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

j. mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

I.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang analisis dan formasi jabatan; 
dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan, 

Paragrar. 
BagianUmum 

PasaI 71 

Bagian Umurn mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 
program dan rencana kerja dibidang ketatausahaan, perlengkapan dan 
rumah tangga, pelaksanaan kegiatan pengelolaan surat menyurat, sandi 
dan telekomunikasi, Tata Usaha Pimpinan Daerah dan Umum, 
pengelolaan administrasi kepegawaian, tata usaha keuangan, 
administrasi perlengkapan pada Sekretariat Daerah, pengelolaan urusan 
dalam, perawatan gedung dan peraiatan pada Sekretariat Daerah, 
pengelolaan dan perawatan kendaraan dinas dan rumah dinas pada 
Sekretariat Daerah dan Pirnpinan Daerah, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan bidang ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga. 

PasaI 72 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaI 71, 
Bagian Umum mempunyai fungsi : 

a.	 penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang 
ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga; 

b.	 pelaksanaan administrasi surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan 
pada Pemerintah Kabupaten; 

c.	 pelaksanaan urusan tata usaha Pimpinan Daerah dan tata usaha 
Umurn; 
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d. pengelolaan berita sandi dan telekomunikasi, pendayagunaan 
Sumber Daya Manusia, peralatan, sistem sandi dan telekomunikasi; 

e. pengelolaan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah; 

f. pengelolaan 
Daerah; 

administrasi tata usaha keuangan pada Sekretariat 

g. pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor pada 
Sekretariat Daerah; 

h. pe1aksanaan administrasi urusan dalam pada Pemerintah Daerah; 

I.	 pengelolaan dan perawatan kendaraan dinas pada Sekretariat 
Daerah dan Pimpinan daerah; 

J.	 pengelolaan dan perawatan Gedung maupun peralatan gedung pada 
Sekretariat Daerah dan rumah dinas Pimpinan Daerah. 

k.	 penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang ketatausahaan, 
perlengkapan dan rumah tangga; 

I.	 pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Umum dibidang 
teknis dan adrninistrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
ada dilingkungan Bagian Umum mempunyai dan memahami beban 
tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

m.	 pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pe1aksanaan tugas; 

n.	 pemberian usulan dan pertirnbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan di ambil dibidang umum; 

o.	 penilaian aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 

p.	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang umum kepada 
atasan, sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
masukan untuk dijadikan bahan pertirnbangan lebih lanjut; dan 

q.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 73 

(I)	 Bagian Umum, membawahi: 

a.	 Sub Bagian Ketatausahaan; 

b.	 Sub Bagian Perlengkapan; dan 

c.	 Sub Bagian Rumah Tangga. 

(2) Masing-masing Sub Bagian	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. 

Pasal74 

(I)	 Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
penyusunan program dan rencana kerja dibidang ketatausahaan, 
pe1aksanaan kegiatan pengelolaan surat menyurat, sandi dan 
telekomunikasi, Tata Usaha Pimpinan Daerah dan Umum, 
pengelolaan administrasi kepegawaian dan tata usaha keuangan 
pada Sekretariat Daerah, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
bidang ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga. 
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(2) Rincian tugas Sub Bagian Ketatausahaan, adalab sebagai berikut: 

a. menyiapkan baban penyusunan rencana dan program bidang 
ketatausahaan; 

b. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, pendistribuisan 
(ekspedisi) dan kearsipan pada Pemerintah Kabupaten; 

c. melaksanakan urusan tata usaha Pimpinan Daerah dan tata 
usaba UmUIn, tennasuk pengadaan alat tulis kantor pada 
Sekretariat Daerah; 

d. melaksanakan kegiatan pengmman, penerimaan dan 
penyampaian berita sandi dan te1ekomunikasi pada Pemerintah 
kabupaten; 

e. melaksanakan pendayagunaan Sumber Daya Manusia, 
pemeliharaan dan perbaikan perangkat dan sistem sandi dan 
telekomunikasi; 

f. melaksanakan penataan dan pengelolaan 
kepegawaian pada Sekretariat Daerab; 

administrasi 

g. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi tata usaba 
keuangan Sekretariat Daerab yang me1iputi penataan dan 
pengelolaan administrasi Belanja Pegawai, Be1anja Lain-Lain 
dan Perjalanan pada Sekretariat Daerah dan Pimpinan Daerah; 

h. memimpin, mengarabkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural UmUIn (NSU) dilingkungan Sub Bagian 
Ketatausahaan agar dapat me1aksanakan tugas secara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

1.	 membagi habis tugas Sub Bagian Ketatausabaan kepada 
aparatur NSU sebagai bawabannya agar setiap personil 
memabami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

J.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

k.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawaban; 

I.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang ketatausahaan; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Pasal 7S 

(I)	 Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan baban 
penyusunan program dan rencana kerja dibidang penataan dan 
pengelolaan admnistrasi perlengkapan Sekretariat Daerab, 
pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, peme1iharaan, perawatan, 
pengeluaran, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan dan 
perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah, serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pengelolaan 
admnistrasi perlengkapan Sekretariat Daerah. 
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(2) Rincian tugas Sub Bagian Perlengkapan, adalah sebagai berilrut: 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
penataan dan pengelolaan admnistrasi perlengkapan Sekretariat 
Daerah; 

b. menyiapkan bahan analisa dan penyusunan 
perlengkapan dan perbekalan Sekretariat Daerah; 

kebutuhan 

c. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, pengendalian, 
evaluasi dan penganggaran kebutuhan perlengkapan dan 
perbekalan Sekretariat Daerah; 

d. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis 
perlengkapan dan perbekalan Sekretariat Daerah; 

pengadaan 

e. menyiapkan bahan materi dan proses pelelangan dalam rangka 
pengadaan perlengkapan dan perbekalan Sekretariat Daerah; 

f. melaksanakan tugas administrasi penerirnaan, penyimpanan 
dan distribusi perlengkapan dan perbekalan Sekretariat Daerah; 

g. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan tertib adrninistrasi 
pemanfaatan dan pengamanan perlengkapan dan perbekalan 
Sekretariat Daerah; 

h. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan tertib adrninistrasi 
pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan dan perbekalan 
Sekretariat Daerah; 

I. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan tertib administrasi 
pemindahtanganan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
pemakaian perlengkapan dan perbekalan Sekretariat Daerah; 

J.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian 
Perlengkapan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

k.	 membagi habis tugas Sub Bagian Perlengkapan kepada 
aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya rnasing-masing; 

1.	 mengumpulkan, menghjmpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalarn penyusunan program lebih lanjut; 

m.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

n.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang perlengkapan; dan 

o.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberlkan oleh 
atasan. 

Pasal76 

(1)	 Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan 
penyusunan program dan rencana kerja dibidang rumah tangga, 
penyiapan sarana dan prasarana bagi kelancaran tugas Pimpinan 
Daerah, pemeliharaan gedung dan peralatan, pemeliharaan 
keamanan dan kebersihan, pengelolaan kendaraan dinas Sekretariat 
Daerah dan Pimpinan Daerah, pengelolaan rumah dinas Pimpinan, 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang rumah tangga. 
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(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Rumah Tangga, ada1ah sebagai berikut: 

a.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
rumah tangga; 

b.	 meIaksanakan pelayanan kebutuban Pimpinan (Bupati, Wakil 
Bupati dan Sekretaris Daerah) bagi kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c.	 me1aksanakan pengaturan dan pemelibaraan kebersihan, 
keindahan, keamanan dan ketertiban dilingkungan Sekretariat 
Daerah; 

d.	 melaksanakan dan mengoordinasikan tugas akomodasi dan 
konsumsi kegiatan Pemerintah Daerah. 

e.	 menyiapkan perlengkapan dan peralatan Upacara / Peringatan 
Hari Besar Daerah dan Nasional; 

menerima, menyimpan, mengatur dan merawat gedung dan 
peralatan gedung dilingkungan Sekretariat Daerah; 

melaksanakan pengelolaan dan perawatan kendaraan dinas 
dilingkungan Sekretariat Daerah dan pimpinan; 

me1aksanakan pengelolaan dan perawatan rumah dinas 
Pimpinan; 

menyiapkan sarana transportasi kendaraan dilingkungan 
Sekretariat Daerah dan rumah dinas pimpinan; 

menyiapkan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 
kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah dan rumah 
dinas pimpinan; 

k.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Rumah 
Tangga agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berbasil-guna; 

1.	 membagi habis tugas Sub Bagian Rumah Tangga kepada 
aparatur Non Struktural Umum (NSU) sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya. . 
masmg-masmg; 

m.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

n. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

o. 

p. 

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan 
pelaksanaan kegiatan dibidang rumah tangga; dan 
me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
atasan. 

dibe

pelaporan 

olehrikan 

Paragrafl
 
Bagian Hukum
 

Pasa! 77 

Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 
program dan rencana kerja dibidang perundang-undangan, bantuan 
hukum dan dokumentasi hukum, pelaksanaan koordinasi perumusan 
produk hukum daerah, bahan pertimbangan dan bantuan hukum, 
penyusunan rencana pemasyarakatan dan pelaksanaan program Rencana 
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM), informasi dan 
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...........
 

dokumentasi hukum, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 
perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum, 

Pasa! 78 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, 
Bagian Hukum mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang 
penmdang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum; 

b. penyiapan bahan koordinasi perwnusan Produk Hukum Daerah; 

c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada unsur 
Pemerintah Daerah; 

d. penyiapan bahan pemasyarakatan dan pelaksanaan 
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM); 

program 

e. pendokumentasian dan publikasi produk hukum; 

f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang 
undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum; 

perundang­

g. pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Hukum dibidang 
teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
ada dilingkungan Bagian Hukum mempunyai dan memahami beban 
tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

h. pemberian petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

1. pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akandiambil dibidang hukum; 

J.	 penilaian aktivitas, kreati vitas dan produktivitas pelaksanaan tugas 
dari bawahan; 

k.	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang bukum kepada 
atasan, sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan 

I.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 79 

(1) Bagian Hukum, membawahi : 

a.	 Sub Bagian Penmdang-undangan; 

b.	 Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 

c.	 Sub Bagian Dokumentasi Hukum, 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum. 
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Pasal80 

(1)	 Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan penyusunan program dan rencana kerja dibidang perundang­
undangan, menyiapkan bahan, data dan melakukan telaahan atas 
rancangan Peraturan Daerah dan rancangan peraturan 
pelaksanaannya, melakukan pengkajian, perumusan dan 
pembentukan produk hukum daerah, melakukan pengkajian dan 
evaluasi terhadap produk hukum daerah, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan bidang perundang-undangan, 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Perundang-undangan, adalah sebagai 
berikut: 

a. menyiapkaa bahan penyusunan rencana dan program bidang 
perundang-undangan; 

b. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan dan 
pembentukan Peraturan Daerah maupun dalam rangka 
perumusan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi 
Bupati dan instrumen hukum lainnya; 

c. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi materi dan peraturan 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( RANPERDA), 
Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan 
instrumen hukum lainnya yang diajukan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD); 

d. menyiapkan administrasi yang diperlukan 
penyampaian dan pembahasan Raaperda; 

dalam rangka 

e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka perumusan 
Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan 
Daerah; 

f. mengoordinasi dan memproses penerbitan Keputusan Bupati, 
Instruksi Bupati dan instrumen hukum lainnya; 

g. menyiapkan bahan, mengkaji dan mengevaluasi produk hukum 
daerah Kabupaten; 

h. menyusun basil evalusi produk hukum daerah Kabupaten; 

i. menyiapkan dan menyampaikan basil evaluasi produk hukum 
daerah Kabupaten sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati 
dalam rangka pengambilan keputusan; 

j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian Perundang­
undangan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berbasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Perundang-undangan kepada 
aparatur NSU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

1.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

m,	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

n.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang perundang-undangan; dan 

o.	 melaksanakan tupa kNinasan lainnya yang diberikan oleh 
\ . atasan. 
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Pasal81 

(1)	 Sub Bagian Bantuan Hulrum mempunyai tugas menyiapkan bahan 
penyusunan program dan rencana kerja dibidang bantuan hulrum, 
menyiapkan bahan pertirnbangan dan bantuan hulrum kepada semua 
unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, penyusunan rencana 
pemasyarakatan dan pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional 
Hak Asasi Manusia (RAN-HAM), penyiapan bahan pembinaan 
PPNS daerah dalam rangka penegakan hukum, serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan bidang bantuan hukurn. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Bantuan HuIrum, adalah sebagai berikut: 

a.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
bantuan hukurn; 

b.	 menyiapkan bahan pengkajian dan telaahan dalam rangka 
penyelesaian sengketa hukurn serta memberikan bantuan 
hukurn kepada sernua unsur Pemerintah Daerah; 

c.	 menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi dan 
bantuan hulrum; 

d.	 menyiapkan bahan dan pertimbangan dalam rangka 
menyelesaikan sengketa hukurn baik di dalam maupun di luar 
pengadi1an; 

e.	 menyiapkan bahan pertimbangan hukum dan pendarnpingan 
(advokasi) dalarn rangka penyelesaian sengketa hukurn; 

f.	 menyiapkan bahan penyuluban hukurn dan pembinaan terhadap 
Kelompok Sadar Hulrum (Kadarkurn); 

g.	 menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan pernasyarakatan 
HAM; 

h.	 menyiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan pemenuhan dan 
pemajuan HAM; 

i.	 menyiapkan bahan laporan dan evaiuasi pelaksanaan Rencana 
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM); 

j.	 menyiapkan bahan pembinaan PPNS didaerah; 

k.	 menyiapkan bahan pedornan teknis pelaksanaan pembinaan dan 
penegakan hukurn oleh PPNS; 

I.	 menyiapkan usulan pengangkatan dan mutasi PPNS; 

m.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umurn (NSU) dilingkungan Sub Bagian Hulrum agar 
dapat melaksanakan tugas seeara berdaya-guna dan berbasil­
guna; 

n.	 membagi habis tugas Sub Bagian Bantuan Hukurn kepada 
aparatur Non Struktural Umum (NSU) sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya. .
masmg-masing; 

o.	 mengurnpulkan, menghirnpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai rnasukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

p. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

q. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang bantuan hulrum; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan, 
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Pasal82 

(I)	 Sub Bagian Dokwnentasi Hukum mempunyai tugas 
menginventarisir dan mengundangkan produk hukum daerah, 
menghimpun dan melakukan pemeliharaan bahan dokumentasi 
peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, 
menyiapkan sosialisasi dan menyebarluaskan peraturan perundang­
undangan dan produk hukum daerah, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan bidang dokumentasi hukum. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Dokumentasi Hukum, adalah sebagai 
berikut: 

a.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang 
dokumentasi hukum; 

b.	 menginventarisir dan mcmberikan penomoran produk hukum 
daerah dan pengundangan produk hukum daerah; 

c.	 menghimpun peraturan perundang-undangan dan produk 
/,---.. 

hukum daerah secara sistematis dan teratur; 

d.	 menyiapkan bahan pembuatan katalog dan abstrak peraturan 
perundang-undangan dan produk hukum daerah; 

e.	 melakukan pemeliharaan dokumen peraturan perundang­
undangan dan produk hukum daerah; 

f.	 menyiapkan bahan sosialisasi peraluran perundang-undangan 
dan produk hukum daerah; 

g.	 menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan produk 
hukum daerah; 

h.	 memberi pelayanan kepada aparatur/masyarakat dibidang 
perundang-undangan dan produk hukum daerah; 

I.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural Umum (NSU) dilingkungan Sub Bagian 
Dokumentasi Hukum agar dapat melaksanakan tugas secara .~ 

berdaya-guna dan berhasil-guna; 

j.	 membagi habis tugas Sub Bagian Dokwnentasi Hukum kepada 
aparatur Non Struktural Umum (NSU) sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

k.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

1.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

m.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang dokumentasi hukum; dan 

n.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 
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BABIII
 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DANTATAKERJA
 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKII~AN RAKYAT
 

DAERAH KABUPATEN
 

Bagian Kesatu 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Pasal83 

(I)	 Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Kabupaten dalam 
menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. 

(2)	 Sekretariat DPRD Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris 
Dewan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, 

(3)	 Untuk menye1enggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai fungsi : 

a pelaksanaan urusan rumah tangga dan keuangan DPRD 
Kabupaten; 

b. pengelolaan tata usaha dan kepegawaian DPRD Kabupaten. 

c. fasilitasi rapat - rapat DPRD Kabupaten; dan 

d. pengelolaan infonnasi. 

Bagian Kedua
 
Susunan Organisasi
 

Pasa184 

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten, terdiri dati : 

a. Sekretaris DPRD Kabupaten; 

b. Bagian Umum; 

c. Bagian Persidangan; 

d. Bagian Perundang-undangan; 

e. Bagian Keuangan; dan 

f. Ke1ompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Ketiga
 
Sekretaris DPRD Kabupaten
 

Pasal85 

(1)	 Sekretaris DPRD Kabupaten mempunyai tugas memimpin dan 
mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten dalam 
memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD 
Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. 
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(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretaris DPRD Kabupaten mempunyai fungsi : 

a.	 Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi rapat­
rapat DPRD Kabupaten; 

b.	 Penyusunan rencana pelaksanaan urusan rumah tangga dan •
keuangan DPRD Kabupaten; 

c.	 Penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan kepegawaian; dan 

d.	 Penyelenggaraan layanan administrasi, sarana kehumasan dan
 
keprotokolan.
 

Bagian Keempat 
BagianUmum 

Pasal86 

(1)	 Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan 
program kerja sekretariat DPRD dibidang pembinaan 
penyelenggaraan kearsipan, rumah tangga sekretariat DPRD, 
kepegawaian sekretariat DPRD serta keamanan dan kebersihan 
kantor DPRD. 

(2)	 Bagian Umum dipirnpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. 

(3)	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian 
Umum mempunyai fungsi: 

a.	 pelaksanaan koordinasi dengan seluruh Bagian dalam rangka
 
penyusunan program dan rencana kerja serta laporan tahunan
 
sekretariat DPRD;
 

b.	 penyusunan program dan rencana kerja pada Bagian umum
 
untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
 

c.	 penyelenggaraan kegiatan memirnpin dan mengarahkan serta
 
mernantau bawahan dalam melaksanakan tugas pembinaan
 
penyelengggaraan kearsipan, rumah tangga Sekretariat DPRD,
 
kepegawaian, sekretariat DPRD serta keamanan dan kebersihan
 
kantor DPRD agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai
 
dengan program kerja yang telah disusun;
 

d.	 penyiapan dan mempelajari peraturan perundang-undangan
 
yang berhubungan dengan Sekretariat DPRD serta peraturan
 
perundang-undangan yang berhubungan dengan kesekretariatan
 
sebagai landasan dalm pelaksanaan tugas Bagian umum;
 

e.	 pembagian habis tugas pada Bagian Umum kepada bawahan,
 
agar setiap aparatur yang ada memaharni tugas dan
 
tanggungjawab masing-masing;
 

f.	 penerirnaan dan mempelajari laporan dan saran dari bawahan
 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
 
program kerja selanjutanya;
 

g.	 pemberian motivasi kepada bawahan agar mampu
 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;
 

h.	 pengevaluasian basil kerja bawahan; 

i.	 pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kepada 
Sckretaris DPRD sebagai masukan untuk dijadikan bahan alam 
menyusun program kerja Sekretariat DPRD lebib lanjut; dan 
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J.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan; 

Pasa187 

(1) Bagian Umum, membawahi : 

a.	 Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan 

c.	 Sub Bagian Kepegawaian. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat	 (1), 
dipimpin oleh seorang Kepa1a Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. 

Pasa188 

(I)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas me1aksanakan 
sebagian tugas Bagian umum dibidang perencanaan ketatausahan, 
kearsipan, surat-menyurat dan pengelolahan administrasian. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, ada1ah sebagai berikul : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya dilingkungan Bagian umum da1m rangka menyusun 
program dan rencana kerja Bagian umum; 

b.	 menyusun program dan rencan kerja Sub Bagian Tata Usaha 
untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan; 

c.	 menginventarisasi pennasa1ahan-pennasa1ahan yang berhungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masa1ahnya; 

d.	 mengendalikan surat-surat masuk dan surat keluar dilingkungan 
Sekretariat DPRD; 

e.	 merencanakan kebutuhan ketatausahaan dan 
mengkoordinasikan kegiatan persuratan di1ingkungan 
Sekretariat DPRD; 

f.	 mengatur klasifikasi dan pendistribusian persuratan kepada 
Pimpinan, Komisi-Komisi maupun Alat Ke1engkapan DPRD 
lainnya; 

g.	 mengendalikan tertib administrasi persuratanl kearsipan sesuai 
dengan pedoman tata naskah dinas yang dilakukan; 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural umum dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berbasil­
guna; 

i.	 membagi hahis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada aparatur 
Non Stuktura1 umum sebagai bawahannya, agar setiap aparatur 
yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya masing­
masing; 

J.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan dan sebagai masukan da1am menyusun program 
Iebih lanjut; 

k.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
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I.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Pasal89 

(I)	 Sub Bagian PerIengkapan dan Rumah tangga mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dibidang perencanaan, 
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan peralatan dan 
perlengkapan kantor, serta menyiapkan sarana dan prasarana 
kegiatan rapat dan persidangan DPRD. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian PerIengkapan dan Rumah Tangga, 
adalah sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya dilingkungan Bagian umum dalarn rangka menyusun 
program dan rencana kerja Bagian Umum; 

b. menyusun program dan rencana kerja Sub Bagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk dijadikan pedoman 
alarn melaksanakan pekerjaan 

c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhungan 
dengan Bidang tugas Sub Bagian PerIengkapan dan Rumah 
Tangga serta menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

d. mengendalikan administrasi rumah tangga dan barang-barang 
inventaris kantor Sekretariat DPRD; 

e. mempersiapkan dan menyusun kebutuhan rumah tangga dan 
pengadaan barang guna kelancaran kegiatan DPRD dan 
mendistribusiakan barang-barang keperIuan kantor sesuai 
dengan kebutuhannya; 

f. menyusun tertib administrasi dan k1asifikasi inventaris kantor 
dan Sekretariat DPRD, perawatan dan pemelIharaan barang­
barng inventaris sesuai dengan Ketentuan yang berIaku; 

g. menjaga kearnananlkeutuhan inventaris kantor; 

h. mengiventarisasi, mengusulkan dan melaksanakan 
penghapusan barang-harang inventaris kantor sesuai dengan 
peraturan yang berIaku; 

i. menyiapkan sarana 
persidangan DPRD; 

dan prasarana kegiatan rapat dan 

j. mengatur pelaksnaan tugas dibdang 
kebersihan dan keindahan kantor; 

kearnanan, ketertiban, 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
StrukturaI umum dilingkungan Sub Bagian PerIengkapan dan 
Rumah Tangga agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

I.	 membagi habis tugas Sub Bagian PerIengkapan dan Rumah 
Tangga kepada aparatur Non Stuktura1 umum sebagai 
bawahannya, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas 
dan tanggungjawabnya masing-masing; 

m.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan dan sebagai masukan dalarn menyusun program 
lebih lanjut; 
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n.	 rnengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

o.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Pasal90 

(1)	 Sub Bagian Kepegawaian rnernpunyai tugas rnelaksankan 
sebagian tugas Bagian Urnurn dibidng perencanaan pengadaan 
pegawai, pengelolaan adrninistrasi kepegawaian, penernpatan dan 
rnutasi pegawai. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian kepegawiaan, adalah sebagai berikut: 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya diIingkungan Bagian urnurn dalarn rangka rnenyusun 
program dan rencana kerja Bagian Urnurn; 

b.	 rnenyusun program dan rencan kerja Sub Bagian Kepegawaian 
untuk dijadikan pedornan Dalarn rnelaksankan pekerjaan; 

c.	 rnenginventarisasi perrnasalahan-perrnasalahan yang berhungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Kepegawaian serta rnenyusun 
bahanuntuk pernecahan rnasalahnya; 

d.	 rnernpersiapkan dan merencanakan pengadaan pegawai 
dilingungan Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhannya; 

e.	 mengendalikan sistern kepegawian Sekretariat DPRD; 

f.	 melaksanakan pengolaan adrninistrasi kepegawaian Sekretariat 
DPRD; 

g.	 rnengatur kIasifikasi dan penernpatan pegawai dilingkungan 
Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan; 

h.	 rnenyusun Daftar Urut Kenpangkatan (DUK ) Sekretariat 
DPRD Lampung Se1atan; 

i.	 rnengajukan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala 
PNS dilingkungan sekretariat DPRD Larnpung Selatan; 

j.	 rnernirnpin, rnengarahkan dan rnernotivasi aparatur Non 
Struktural urnum dilingkungan Sub Bagian Kepegawaian agar 
dapat rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil­
guna; 

k.	 rnernbagi habis tugas Sub Bagian Kepegawaian kepada 
aparatur Non Stuktural urnum sebagai bawahannya, agar setiap 
aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya 
rnasing-rnasing; 

I.	 rnengurnpulkan, rnenghimpun dan rnenyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk mernbuat 1aporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan dan sebagai masukan dalarn rnenyusun program 
Iebih lanjut; 

rn.	 rnengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

n.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 
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Bagian Keenam 
Bagian Persidangan 

Pasal9l 

(1)	 Bagian Persidangan mempunyai tugas melakukan koordinasi 
penyusunan program kerja dengan Bagian lain dilingkungan 
Sekretariat DPRD dibidang pelaksanaan persiapan persidangan 
DPRD, mengikuti rapat-rapat DPRD serta menginventarisasi bahan 
pemberitaan dan informasi kegiatan DPRD. 

(2) Bagian Persidangan dipirnpin oleh Seorang Kepala Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD 
Kabupaten Lampung Selatan. 

(3)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), 
Bagian Persidangan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi dengan seluruh Bagian dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja serta laporan tahunan 
Sekretariat DPRD; 

b. penyusunan program dan rencana kerja pada Bagian 
Persidangan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

c. penyelenggaraan kegiatan memimpin dan mengarahkan serta 
memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pelaksanaan 
persiapan persidangan DPRD. Mengikuti kegiatan-kegiatan 
DPRD serta menginventarisasi bahan pemberitan dan informasi 
kegiatan DPRD, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan program kerja yang telah disusun; 

d. ~ dan mempelajari peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan Sekretariat DPRD serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan kesekretariatan 
sebagai landasan dalm pelaksanaan tugas Bagian Persidangan; 

e. pembagian habis tugas pada Bagian Persidangan kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan 
tanggungjawab masing-masing; 

f. penerirnaan dan mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutanya; 

g. pemberian motivasi kepada bawahan agar marnpu 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

h. pengevaluasian hasil kerja bawahan; 

i, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kepada 
Sekretaris DPRD sebagai masukan untuk dijadikan bahan 
dalam menyusun program kerja Sekretariat DPRD lebih lanjut: 
dan 

J.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan; 
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Pasal92 

(I) Bagian Persidangan, membawahi : 

a. Sub Bagian Rapat; 

b. Sub Bagian Risalah; dan 

c. Sub Bagian Hwnas dan Protokol. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat	 (I), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan. 

Pasal93 

(I)	 Sub Bagian Rapat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bagian Persidangan dibidang penyiapan agenda rapat, pelaksanaan 
rapat, catatan hasil rapat yang di selenggarakan DPRD serta 
mendukung kelancaran pelaksanaan rapat Panitia Musyawarah, 
Paripuma, Panitia Anggaran, dan Rapat Gabungan Alat 
Kelengkapan DPRD serta rapat lain yang dipandang perlu. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Persidangan, adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya dilingkungan Bagian Persidangan dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Bagian Persidangan; 

b.	 menyusun program dan rencana kerja Sub Bagian Persidangan 
untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan; 

c.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta data-data 
yang berhubungan dengan kegiatan atan rapat Panitia 
Musyawarah, Paripurna, Panitia Anggaran, dan Rapat 
Gabungan Alat Kelengkapan DPRD serta rapat lain yang 
dipandang perlu; 

d.	 menyiapkan bahan-bahan rapat, daftar hadir dan kelancaran 
kegiatan rapat Panitia Musyawarah, Paripurna, Panitia 
Anggaran, dan Rapat Gabungan Alat Kelengkapan DPRD serta 
rapat lain yang dipandang perlu; 

e.	 mengikuti kegiatan rapat dan kunjungan kerja Alat 
Kelengkapan Dewan, menghimpun dan meneliti laporan 
kegiata rapat dan kunjungan kerja Alat Kelengkapan Dewan 
sebagai bahan pembuatan saran maupun keputusan DPRD; 

f.	 memirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural umum dilingkungan Sub Bagian Persidangan agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil­
guna; 

g.	 membagi habis tugas Sub Bagian Persidangan kepada aparatur 
Non Stuktural umum sebagai bawahannya, agar setiap aparatur 
yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya masing­
masing; 

h.	 mengumpuikan, menghimpun dan menyusun data daribawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan dan sebagai masukan dalarn menyusun program 
lebih lanjut; 

i.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 
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Pasal94 

(I)	 Sub Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bagian Persidangan dibidang penyusunan risalah I basil rapat 
kegiatan rapat-rapat AIat Kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung 
Selatan. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Risalah, adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya dilingkungan Bagian Persidangan da1am rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Bagian Persidangan; 

b.	 menyusun program dan rencana kerja Sub Bagian Risalah 
untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan peketjaan; 

c.	 menginventarisasi permasalahan-permasa1ahan serta data-data 
yang berhubungan dengan kegiatan atau rapat Panitia 
Musyawarah, Paripurna, Panitia Anggaran, dan Rapat 
Gabungan AIat Kelengkapan DPRD serta rapat lain yang 
dipandang perlu; 

d.	 mengikuti kegiatan rapat dan kunjungan kerja DPRD, 
menghimpun dan meneliti laporan kegiatan rapat dan 
kunjungan kerja Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, 
sebagai bahan pembuatan saran maupun keputusan DPRD; 

e.	 menyiapkan penyusunan risalah rapat, ikhtisar I rsume rapat 
Panitia Musyawarah, Paripurna, Panitia Anggaran dan rapat 
gabungan AIat Kelengkapan DPRD serta rapat lain yang di 
pandang perlu; 

f.	 mengendalikan tertib administrasi persuratan, penyusunan 
laporan, risalah dan resume rapat Panitia Musyawarah, 
Paripurna, Panitia Anggaran dan rapat gabungan AIat 
Kelengkapan DPRD serta rapat lain yang di pandang perlu; 

g.	 menggandakan dan mendistribusikan produk basil kegiatan I 
risalah DPRD; 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural umum dilingkungan Sub Bagian Risalah agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

i,	 membagi habis tugas Sub Bagian Risalah kepada aparatur 
Non Stuktural umum sebagai bawabannya, agar setiap aparatur 
yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya masing­
masing; 

J.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan dan sebagai masukan dalam menyusun program 
lebih Ianjut; 

k.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 
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Pasal95 

(I)	 Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Persidangan dibidang publikasi dan 
dokumentasi DPRD, pengaturan perjalanan dinas DPRD, 
menginventarisasi kegiatan Pimpinan DPRD baik di dalam maupun 
di luar daerah, mengatur tamu Pimpinan DPRD dan Alat 
Kelengkapan DPRD. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Humas dan Protokol, adalah sebagai 
berikut: 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya dilingkungan Bagian Persidangan dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Bagian Persidangan; 

b.	 menyusun program dan rencan kerja Sub Bagian Humas dan 
Protokol untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan 
pekerjaan; 

c.	 menginventarisasi pennasalahan-permasalahan serta data-data 
yang berhubungan dengan bidang kerja Sub Bagian Humas dan 
Protokol dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

d.	 mengikuti kegiatan DPRD dan menyusun bahan informasi baik 
untuk di publikasikan maupun untuk dokumentasi; 

e.	 mempersiapkan dan mengatur kegiatan Pimpinan dan anggota 
DPRD baik di dalam maupun di luar daerah; 

f.	 mengendalikan tamu-tamu Pimpinan / keprotokolan, maupun 
tamu-tamu Alat Kelengkapan DPRD lainnya guna tertibnya 
pelayanan dan kelancaran kegiatan DPRD; 

g.	 memimpin dan mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non 
Struktural umum dilingkungan Sub Bagian Humas dan Protokol 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan 
berhasilguna; 

h.	 mernbagi habis tugas Sub Bagian Humas dan Protokol kepada 
Aparatur Non StukturaI umum sebagai bawahannya, agar 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

I.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data darik bawahan 
sebagai bawahan untuk membuat lapran pelaksanaan tugas 
kepad atasan sebagai masukan dalam menyusun program lebib 
lanjut; 

J.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Bagian Keenam
 
Bagian Perundang-undangan
 

Pasal96 

(I)	 Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan 
koordinasi penyusunan program kerja dengan Bagian lain 
dilingkungan Sekretariat DPRD dibidang pelaksanaan persiapan 
Rancangan Keputusan dan Persetujuan DPRD menelaah Rancangan 
Prakarsa / Inisiatif DPRD dan Peraturan Perundang-undangan 
lainnya, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan. 
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(2) Bagian Perundang-undangan dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
DPRD Kabupaten Lampung Selatan. 

(3)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), 
Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi : 

a.	 pelaksanaan koordinasi dengan seluruh Bagian dalam rangka 
penyusunan program dan rencana keJja serta laporan tahunan 
Sekretariat DPRD; 

b.	 penyusunan program dan rencana kerja pada Bagian 
Perundang-undangan untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

e.	 penyelenggaraan kegiatan memimpia dan mengarahkan serta 
memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pelaksanaan 
persiapan Rancangan Keputusan dan Persetujuan DPRD 
menelaah Raneangan Prakarsa I Inisiatif DPRD dan Peraturan 
Perundang-undangan lainnya, agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

d.	 penyiapan dan mempelajari peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan Sekretariat DPRD serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan perundang­
undangan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Bagian 
Persidangan; 

e.	 pembagian habis tugas pada Bagian Perundang-undangan 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami 
tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

f.	 penerimaan dan mempelajari laporan dan saran dati bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutanya; 

g.	 pemberian motivasi kepada bawahan agar marnpu 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

h.	 pengevaluasian basil kerja bawahan; 

i,	 pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kepada 
Sekretaris DPRD sebagai pertanggungiawaban kerja dan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja Sekretariat DPRD lebih lanjut; dan 

J.	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan; 

PasaI97 

(I)	 Bagian Perundang-undangen, membawahi : 

a.	 Sub Bagian Penelaahan Hukwn; 

b.	 Sub Bagian Data dan Perpustakaan; dan 

e.	 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perundang­
undangan. 
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Pasal98 

(1)	 Sub Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Persidangan dibidang penyiapan agenda 
rapat, pelaksanaan rapat, catatan hasil rapat yang di selenggarakan 
DPRD serta rnendukung kelancaran pelaksanaan rapat Panitia 
Musyawarah, Paripurna, Panitia Anggaran, dan Rapat Gabungan 
Alat Kelengkapan DPRD serta rapat lain yang dipandang perlu. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Penelaaban Hukum, adalab sebagai 
berikut: 

a. rnelakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya dilingkungan Bagian Perundang-undangan dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Bagian 
Perundang-undangan; 

b. menyusun program dan rencana kerja Sub Bagian Penelaaban 
Hukum untuk dijadikan pedornan dalam rnelaksanakan 
pekerjaan; 

c. menginventarisasi pennasalaban-perrnasalaban yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Penelaaban 
Hukum dan menyusun baban untuk pernecaban masalahnya; 

d. mempersiapkan dan rnenelaah Rancangan Keputusan DPRD 
dan Peraturan Daerab yang akan diterbitkan; 

e. rnernpersiapkan dan rnenelaah peraturan Perundang-undangan 
sebagai baban pendukung penerbitan Keputusan DPRD; 

f. rnengikuti kegiatan Rapat Kornisi-kornisi DPRD,sebagai baban 
rnasukan dalam rnenerbitkan Keputusan DPRD; 

g. menginventarisasi dan menghimpun serta menyiapkan tertib 
adrninistrasi Keputusan DPRD; 

h. rnernimpin, rnengarabkan dan rnernotivasi aparatur Non 
Struktura1 umum dilingkungan Sub Bagian Penelaaban Hukum 
agar dapat rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

1.	 membagi habis tugas Sub Bagian Penelaaban Hukum kepada 
aparatur Non Stuktura1 umum sebagai bawabannya, agar setiap 
aparatur yang ada memaharni tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

J.	 rnengumpuJkan, rnenghirnpun dan rnenyusun data dari bawaban 
sebagai baban untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan dan sebagai masukan dalam menyusun program 
lebih lanjut; 

k.	 rnengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawaban; dan 

I.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Pasal99 

(I)	 Sub Bagian Data dan Perpustakaan mempunyai tugas 
rnelaksanakan sebagian tugas Bagian Perundang-undangan dibidang 
penghimpunan, penganalisaan, pengolahan dan pengarsipan data 
kegiatan DPRD. 
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.......
 

(2) Rincian tugas Sub Bagian Data dan Perpustakaan, adalah sebagai 
berikut: 

a. rnelakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya dilingkungan Bagian Perundang-undangan dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Bagian 
Perundang-undangan; 

b. rnenyusun program dan rencana kerja Sub Bagian Data dan 
Perpustllkaan untuk dijadikan pedoman dalem melsksanakan 
pekerjaan; 

c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Data dan 
Perpustakaan dan menyusun bahan untuk pernecahan 
rnasalahnya; 

d. rnenghimpun dan rnengarsipkan data hasil kegiatan-kegiatan 
DPRD; 

e. rnernpersiapkan data sebagai 
DPRD sesuai kebutuhan; 

bahan pemberitaan kegiatan 

f. mengkoodinasikan dan menyusun data kegiatan Pimpinan 
kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD untuk diarsipkan 
sebagai bahan perpustakaan; 

g. rnernimpin, rnengarahkan dan rnernotivasi aparatur Non 
Struktura! Umurn dilingkungan Sub Bagian Data dan 
Perpustakaan agar dapat melaksanakan togas secara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

h. membagi habis tugas Sub Bagian Data dan Perpustakaan 
kepada aparatur Non Stuktural umum sebagai bawahannya, 
agar setiap aparatur yang ada rnemaharni tugas dan 
tanggungjawabnya rnasing-rnasing; 

i. rnengumpulkan, rnenghirnpun dan rnenyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk rnernbuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan dan sebagai rnasukan dalam rnenyusun program 
lebih Ianjut; 

J.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

k,	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

PasallOO 

(I)	 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan rnempunyai tugas 
rnelaksanakan sebagian togas Bagian Perundang-undangan dibidang 
program, evaluasi dan pelaporan terhadap penghimpunan, 
penganalisaan dan pengarsipan data kegiatan DPRD serta 
melaporkan hasilnya ke Sek:retariatDPRD. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Penelaahan Hukum, adalah sebagai 
berikut: 

a.	 rnelakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya dilingkungan Bagian Perundang-undangan dalam 
rangka peoyusunan program dan rencana kerja Bagian 
Perundang-undangan; 

b.	 rnenyusun program dan rencana kerja Sub Bagian Program, 
Evaluasi dan Pelaporan untuk dijadikan pedornan dalarn 
melaksanakan pekerjaan; 
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c.	 menginventarisasi pennasalahan-pennasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Program, 
Evaluasi dan Pelaporan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

d.	 menghimpun dan mengarsipkan data basil kegiatan-kegiatan 
DPRD; 

e.	 mempersiapkan data sebagai bahan pemberitaan kegiatan 
DPRD sesuai dengan kebutuhan; 

f.	 mengkoordinasikan dan menyusun data kegiatan Pimpina 
kegiatan Alat-lata Kelengkapan DPRD untuk diarsipkan 
sebagai bahan evaluasi dan laporan; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural umum dilingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi 
dan Pelaporan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya­
guna dan berhasil-guna; 

h.	 membagi habis tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan 
Pelaporan kepada aparatur Non Stuktural umum sebagai 
bawahannya, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas 
dan tanggungjawabnya masing-masing; 

1.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan dan sebagai masukan dalam menyusun program 
lebih lanjut; 

J.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Bagian Kelima
 
Bagian Keuangan
 

PasallOl 

(l)	 Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi 
penyusunan program kerja Sekretariat DPRD dibidang pengelolaan 
keuangan terhadap perencanaan, perubahan dan pelaksanaan 
anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan 
Sekretariat DPRD. 

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh	 Seorang Kepala Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD 
Kabupaten Lampung Selatan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (I), Bagian 
Keuangan mempunyai fungsi: 

a.	 pelaksanaan koordinasi dengan seluruh Bagian dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja serta laporan tahunan 
Sekretariat DPRD; 

b.	 penyusunan program dan rencana kerja pada Bagian Keuangan 
untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 
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c.	 penyelenggaraan kegiatan memimpin dan mengarahkan serta
 
memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan
 
keuangan terhadap perencanaan, perubahan dan pelaksanaan
 
anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan
 
Sekretariat DPRD, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai
 
dengan program kerja yang te1ah disusun.
 

d.	 pembinaan penyelengggaraan kearsipan, rumah tangga
 
Sekretariat DPRD, kepegawaian, sekretariat DPRD serta
 
kearnanan dan kebersiban kantor DPRD agar pelaksanaan tugas
 
dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
 

e.	 penyiapan dan mempelajari peraturan perundang-undangan
 
yang berhubungan dengan Sekretariat DPRD serta peraturan
 
penmdang-undangan yang berhubungan dengan kesekretariatan
 
sebagai landasan dalm pelaksanaan tugas Bagian Keuangan;
 

f.	 pembagian habis tugas pads Bagian Umum kepada bawahan,
 
agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan
 
tanggungjawab masing-masing;
 

g.	 penerimaan dan mempelajari laporan dan saran dari bawahan
 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
 
program kerja selanjutanya;
 

h.	 pemberian motivasi kepada bawahan agar mampu
 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;
 

t.	 pengevaluasian hasil kerja bawahan; 

J.	 pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kepada
 
Sekretaris DPRD sebagai rnasukan untuk dijadikan bahan
 
dalam menyusun program kerja Sekretariat DPRD lebih lanjut;
 
dan
 

k,	 pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
 
atasan;
 

Pasal102 

(I)	 Bagian Keuangan, membawahi : 

a.	 Sub Bagian Anggaran; 

b.	 Sub Bagian Verifikasi; dan 

c.	 Sub Bagian Perjalanan Dinas. 

(2)	 Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian keuangan. 

Pasal103 

(I)	 Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas me1aksanakan 
sebagian tugas Bagian Keuangan dibidang penyusunan anggaran 
dan perubhan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Anggaran, adalah sebagai berikut : 

a.	 me1akukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit keIja
 
lainnya dilingkungan Bagian Keuangan dalam rangka
 
penyusunan program dan rencana kerja Bagian Keuangan;
 

/ 
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b.	 menyusun program dan rencana kerja Sub Bagian Anggaran 
untuk dijadikan pedoman dalam melaksankan pekerjaan; 

c.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Anggaran dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masaIahnya; 

d.	 mengumpulkan dan menyusun anggaran dan perubahan 
anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; 

e.	 melaksanakan penelitian dan pengujian secara seksama 
terbadap surat pennohonan belanja tidak langsung dan belanja 
langsung; 

f.	 melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 
DPRD dan Sekretariat DPRD; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural umum dilingkungan Sub Bagian Anggaran agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil­
guns; 

h.	 membagi habis tugas Sub Bagian Anggaran kepada aparatur 
Non Stuktural umum sebagai bawahannya, agar setiap aparatur 
yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya masing­
masing; 

1.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan dan sebagai rnasukan dalam menyusun program 
lebih lanjut; 

j.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

k,	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Pasall04 

(I)	 Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Keuangan dibidang pemeriksaan, penelitian 
dan pengesahan pertanggungjawaban tentang realisasi Anggaran 
DPRD dan Sekretariat DPRD. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Verifikasi, adalah sebagai berikut ; 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
lainnya dilingkungan Bagian Keuangan dalwn rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Bagian Keuangan; 

b.	 menyusun program dan rencana kerja Sub Bagian Verifikasi 
untuk dijadikan pedoman dalam melaksankan pekerjaan; 

c.	 menginventarisasi pennasalahan-permasalaban yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Verifikasi dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

d.	 melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi 
anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai dengan 
persyaratan dan ketentuan yang berlaku; 

e.	 melaksanakan pengesahan pertanggungjawaban tentang 
realisasi anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; 

/
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f.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Struktural umum dilingkungan Sub Bagian Verifikasi agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil­
guna; 

g.	 membagi habis tugas Sub Bagian Verifikasi kepada aparatur
 
Non StukturaJ Umum sebagai bawahannya, agar setiap
 
aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya
 
masing-masing;
 

h.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dati bawahan
 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas
 
kepada atasan dan sebagai masukan dalam menyusun program
 
lebih lanjut;
 

i.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

j.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

PasallOS 

(1)	 Sub Bagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Keuangan dibidang persiapan dan 
pengesahan administrasi perjalanan dinas Pimpinan, anggota DPRD 
dan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Perjalanan Dinas, adalah sebagai 
berikut: 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja
 
lainnya dilingkungan Bagian Keuangan dalam rangka
 
penyusunan program dan rencana kerja Bagian Keuangan;
 

b.	 menyusun program dan rencana keria Sub Bagian Perjalanan
 
Dinas untuk dijadikan pedoman dalam melaksankan pekerjaan;
 

c.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Perjalanan
 
Dinas dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
 

d.	 mempersiapkan administrasi perjalanan dinas Pimpinan,
 
anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan
 
peraturan yang berlaku;
 

e.	 melaksanakan pengesahan administrasi perjalanan dinas
 
Pimpinan anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD
 
sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 

f.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non
 
Struktural umum dilingkungan Sub Bagian Perjalanan Dinas
 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan
 
berhasil-guna;
 

g.	 membagi habis tugas Sub Bagian Perjalanan Dinas kepada
 
aparatur Non StukturaJ Umum sebagai bawahannya, agar
 
setiap aparatur yang ada memahami tugas dan
 
tanggungjawabnya masing-masing;
 

h.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dati bawahan
 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas
 
kepada atasan dan sebagai masukan dalam menyusun program
 
lebih lanjut;
 

/ 
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i.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

j.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan 

BABIV
 
RlNCIAN TOGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 

STAF AHLIBUPATILAMPUNGSELATAN
 

Bagian Kesatu 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Pasal106 

(I)	 Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan te1aahan dan kajian 
mengenai hukum dan politik, mengenai pemerintahan, mengenai 
kemasyarakatan dan sumber daya manusia dan mengenai ekonomi 
dan pembangunan. 

(2)	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tersebut diatas, StafAhli Bupati mempunyai fungsi : 

a.	 penyusunan telaahan dan kajian; 

b.	 fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian; 

c.	 koordinasi dan konsultasi dalam melakukan pene1aahan dan
 
pengkajian;
 

d.	 pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati; dan 

e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati. 

(3)	 Tata kerja pelaksanaan tugas Staf Ahli : 

a.	 menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi dengan
 
Perangkat Daerah yang terkait;
 

b.	 Perangkat Daaerah berkewajiban membantu dan mendukung
 
kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli; dan
 

c.	 dalam pelaksanaan tugas memperhatikan pengesahan dan
 
petunjuk Sekretaris Daerah.
 

Paragrafl
 
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
 

Pasall07 

(1)	 Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas 
membantu Bupati memberikan telaahan dan kajian mengenai 
hukum dan politik, yang mencakup : 

a.	 hulrum, meliputi :
 

1) produk hukum daerah;
 

2) penerapan produk hukum daerah;
 

3) sengketa hulrum daerah;
 

4) hak-hak azasi manusia;
 

5) penerapan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan
 
Perangkat Daerah; dan 

6) singkronisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 
Keputusan Kepala Daerah. 

/ 
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b.	 politik, meliputi : 

I) perkembangan politik di daerah; 

2) implikasi perkembangan dan situasi politik; 

3) perkembangan dan tugas Organisasi Politik,Ormas dan 
Lembaga Politik Lainnya; 

4) pelaksanaan Demokrasi Politik; 

5) dinamika dan gejolak Politik; dan 

6) upaya membangun demokrasi da1am kehidupan berpolitik. 

(2)	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (I), Staf 
Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi : 

a.	 penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dalam bidang hukum dan politik; 

b.	 fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam bidang 
hukum dan politik; 

c.	 pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam 
kebijakan hukum dan politik; dan 

d.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati da1am 
penelaaban dan pengkajian masalah hukum dan politik. 

Paragraf2
 
Staf AbU BupatiBidangPemerintahan
 

Pasal108 

(I)	 Staf AbE Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu 
Bupati memberikan telaahan dan kajian mengenai Pemerintahan, 
yang mencakup : 

a	 pemerintahan umum, melakukan telaaban dan kajian mengenai: 

I)	 ketatapraj aan; 

2)	 hubungan dengan instansi vertikal; 

3)	 ketentraman dan ketertiban; 

4)	 penentuan, penataan dan penetapan batas wilayah; 

5)	 pengawasan pulau-pulau kecil; 

6)	 perubahan rupa bumi dan toponini; 

7)	 pertanaban; 

8)	 administrasi Kependudukan; 

9)	 catatan Sipil; 

10) laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan 

II)	 tugas-tugas dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah 
kepada Bupati. 

/
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b.	 pemerintahan daerah, melakukan telaahan dan kajian 
mengenai: 

I) penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten dan 
KabupatenIKota; 

2) pelaksanaan urusan pemerintahan dan implementasi 
pembagian urusan pemerintahan; 

3) kerjasama antar daerah, dengan luar negeri dan badan 
hukum lainnya; 

4) administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 

5) pemilihan Kepala Daerah; 

6) pendapatan Asli Daerah; 

7) produk Kepala Daerah dibidang Otonomi Daerah; 

8) pelaksanaan tugas Kepala Daerah KabupatenIKota; 

9) pemekaran Daerah dan Kecamatan; 

10) peningkatan kapasitas dan pelimpahan urusan 
pemerintahan kepada Camat; dan 

II) tugas-tugas desentralisasi lainnya. 

c.	 pemerintahan desalkeluraban, melakukan telaahan dan kajian 
mengenai : 

I) penyelenggaraan Pemerintahan DesaIKelurahan; 

2) diklat/job training Perangkat DesalKelurahan; 

3) administrasi dan Kekayaan Desa; 

4) pengembangan DesaIKelurahan; 

5) pemilihan Kepala Desa;
 

6) pelimpahan tugas Kepala Daerah kepala Desa dan
 
,~. Kelurahan; dan 

7) kewenangan Otonomi Desa, 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat	 (I), Staf 
Abli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a.	 penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan 
di daerah; 

b.	 fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dalam 
bidang pemerintahan; 

c.	 pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam 
kebijakan pemerintahan; dan 

d.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam 
penelaahan dan pengkajian masalah pemerintahan. 
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Paragraf3 
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan 

Pasal109 

(1)	 Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan membantu Bupati 
memberikan telaahan Fungsi dan kajian mengenai pembangunan, 
yang mencakup : 

a. pembangunan sosial ekonomi; 

b. pembangunan sosial budaya; 

c.	 pembangunan infra-struktur; 

d.	 pembangunan sektor strategis; dan 

e.	 pembangunan pedesaan, daerah terpencil dan daerah terisolir. 

(2)	 Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
StafAhli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai fungsi : 

a.	 penyusunan telaahan kajian penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dalam bidang pembangunan; 

b.	 fasilitasi dalam melakukan penelaahan Fungsi dan pengkajian 
dalam bidang pembangunan; 

c.	 pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam 
kebijakan pembangunan; dan 

d.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam 
penelaahan dan pengkajian masalah pembangunan. 

Paragraf4
 
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan
 

Sumber Daya Manusia
 

PasalllO 
...-.., 

(I)	 Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia membantu Bupati memberikan telaahan Fungsi dan kajian 
mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia, mencakup : 

a.	 kemasyarakatan, meliputi : 

I) pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan 
potensi; 

2) pengembangan partisipasi masyarakat; 

3) pembinaan dan pelestarian kelembagaan adat, seni budaya 
dan nilai-nilainya; 

4) pemantapan ketahanan masyarakat; dan 

5) pemberdayaan masyarakat. 

b.	 sumber daya manusia, meliputi : 

I) pembinaan dan pengembangan SDM masyarakat; 

2) pembinaan dan pengembangan SDM aparatur; dan 

3) periasama dalam Pengembangan SDM aparatur dan SDM 
masyarakat. 

/
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(2)	 Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud ayat (I), Staf 
Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 
mempunyai fungsi : 

a. penyusunan telaahan kajian penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya 
manusia; 

b. fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dalam 
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 

c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam 
kebijakan kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang 
penelaahan dan pengkajian 
sumber daya manusia. 

diberikan oleh Bupati dalam 
masa!ah kemasyarakatan dan 

Paragraf5 
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Pasa!111 

(1)	 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan membantu 
Bupati memberikan telaahan Fungsi dan kajian mengenai ekonomi, 
pembangunan dan keuangan, mencakup : 

a.	 ekonomi, meliputi : 

1)	 pembangunan perekonomian umum; 

2)	 pembangunan perekonomian produksi; 

3)	 pembangunan perekonomian penunjang; dan 

4)	 pembangunan perekonomian strategis. 

b.	 pembangunan, meliputi : 

I) pembangunan Sosia! Ekonomi; 

2) pembangunan Sosia! Budaya; 

3) pembangunan Infra-Struktur; 

4) pembangunan Sektor strategis; dan 

5) pembangunan pedesaan, daerah terpencil dan daerah 
terisolir. 

c.	 keuangan, meliputi : 

I)	 pelaksanaan APBD dan ketentuan pelaksanaannya; 

2)	 sumber-sumber pendapatan daerah dengan pinjaman 
paerah; 

3)	 pembinaan hubungan Pemda dengan lembaga keuangan; 
dan 

4)	 pengembangan BUMD. 
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(2)	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, 
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 
fungsi : 

a. penyusunan teIaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dalam bidang ekonomi, pembangunan dan kuangan; 

b. fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dalam 
bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan; 

c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati 
kebijakan ekonomi, pembangunan dan keuangan; dan 

dalam 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam 
penelaahan dan pengkajian masalah ekonomi, pembangunan 
dan keuangan. 

Bagian Kedua 
Kesekretariatan Star Abli Bupati 

PasaIII2 

(1)	 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati, 
dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administrasi kepada seluruh Staf Ahli Bupati. 

(2)	 Rincian tugas Sekretariat StafAhli Bupati sebagai berikut : 

a.	 mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar; 

b.	 mengadministrasikan arsip dan data; 

c.	 mengurus pengetikan, ekspedisi dan pengantaran surat; 

d.	 mengatur penerimaan tamu-tamu; 

e.	 melakukan pencatatan kesimpulan rapat (notuIen); 

f.	 melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dalam hal pelaksanaan 
tugas tertentu; dan 

g.	 melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya. 

(3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli 
Bupati, ditempatkan Pegawai pada Sekretariat Staf Ahli Bupati 
yang penempatannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasall13 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai 
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat	 (1), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua 
kelompok, yang ditunjuk oleh Bupati, berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing, 

.:
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Pasal114 

(1) Kelompok	 jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah	 jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3)	 Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat 
(I), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, 

(4)	 Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BABVI 
TATAKERJA 

Pasal1l5 

(1)	 Sekretaris Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah Kabupaten, 
Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan 
Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi seeara vertikal dan horisontal baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain 
sesuai dengan tugasnya. 

(3)	 Staf AhIi Bupati dalam me\aksanakan tugasnya wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinlcronisasi secara vertikal dan 
horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya, 

(4)	 Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Pejabat 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan 
tugasnya, 

Pasa1116 

(1)	 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat 
Daerah Kabupaten atau Sekretariat DPRD Kabupaten bertanggung 
jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan 
masing-masing. 

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing­
masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

.:
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BABVIll 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal121 

Bagan Organisasi Pelaksanaan Koordinasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten, Sekretariat DPRD dan star AhIi Bupati sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

BABVIll 
PENUTUP 

Pasal122 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati 
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta ketentuan-ketentuan yang 
tidak sesuai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ... ·v-.....
 
lagi.
 

Pasal123 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai 
pelaksanaanya akan diatur kemudian oleh Sekretaris Daerah Kabupaten. 

Pasall24 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
~ .._-~ "--,........ "-."' ..
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I 
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H
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I 
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..=.
 

SUBIlAGIAN 
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LAMPIRAN II PER·\TIJR~'1BUPATI LAMl'UNG SELATAN" B...GAN ORGANISASI PFl.AKSANAAN KOORDfl'IASI 
NO~IOR : 44 TAHUN 200&ASISTEN BiDANG PEMERINTAHAN SEKRETAR1AT 
TA.'GGAL : ~QAIl\IeI" 2008DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ' 

INSTANSI
VERTIKAL 

BUPATI
WAKlL BUPATI	 

DPRD

SEKRETARIAT
DPRD 

L-

---------------------~--1-------------------------------------; 
,
• 

I 

SEKRETARlS DAERAHr--------------------­,,, 

ASISTEN BIDANG 

,	 

-l [ lNSPEKTORATi	 ISTAF AHLl BUrAn PEMERINTAHAN	 KABUPATEN--.---J 
, T~--------------------------------:
' ,	 I 

I: ~ . I ~ --1 umas Perhubungan, Komunikasr danBagian Bina Pemerintahan	 ~ - - Sekl'etanal DPRD : lnfonnatika 

~ -- i	 I ~,_ i IInspeklOralKabup_	 SaIuan Poli,; PBrnOllg P"ia 
l.	 Bagian UmumBagian Otonomi Daerah 
2.	 Bagian Persidangan~ --i D;n.. Kependudukan "an CatalanSipil I ~ _-1 Kccamalan I 3.	 Bagian Perundang­

Undangan~~,	 ~ Bagian Hum", dan Protokol I 
4.	 Bagian Keuangan~ -- j Badan Lingkungan HidupDaerah I ~ _'1 Selm:tlliat KPUD I) 
5. Bagian Risalah dan 

. , Persidangan~--1 BlIdanPemberdayaanMosy.rakaWesa I ~--i BlIdanPertanahanNosiond I'---	 ' 

4.1\ro.ta\l Dl1,Ioo'I;Qsi 

5.
6. 

7.1...... 
• 

PAW ~ --i Badan Kesbang, Politi. dan Linmas I

U8ft.OA ,, , BUPATI LAMPUNG SE TAN,
 

, Dines 5051al, TenagaKtTja dan.-.	
I 

t.t ASiSmt MUlA	 , Transmigrasi,. 
3. L--~ Dinas Kehutanan I 
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mAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI 
liSTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 
:KRETARlATDAERAHKABUPATENLAMPUNGSELATAN 

INSTANSI
 
VERTIKAL
 

STAF ABU BUPATI 

Bagian Perekonomian f-

L- BagianPembangunan dan ',,-
Swnber Daya AIam)' 

. PARAF KOORDlNA'S'1 --.., 
~+HEKWILDA 

!2. ASISTEH Mo~ ~r -~_ .. 
1 ./

r: 
~. OrlJll\ni;Cl\1 ltV~ll. 

\5 " ~ . 
;6 

I • . .
'.. 
:7 !HUi'''" Hl~ML:M t-_.. 

!
•

/ ) , 

LAMPIRAN IV :	 PERATIJRAN BUPATI LAMPUNG SBLATAN 
NOMOR : IItI TAffiJN 2008 
TANGGAL : ~pw1btr 2008 

BUPATI ___n	 ~- mm_. __·__ .· .. --1 DPRD I 
WAKIL BUPATI 

I
 
SEKRETARIS DAERAH ,r--------------------­, ------------,I	 I ---------------------:--~----------------------------- ,,	 I ••	 I ' I I 

SEKRETARIAT 
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 

ASISTEN BIDANG INSPEKTORAT 
DPRDKABUPATEN 

I 
~------------------------_._--~:
:	 ~ DiD.. PallldnlOgan, Komunikasi I : : ~ BIlIonP....c..... Pemb-m -

I 
:- - - d8rl InfOl'lDlltika r-- nMnIh-" ,	 , 

I. BagianUmwn
 
: ~ DioBs Kopens~ Perindustriao, I l ~ BIlIonPenyulullln Pertaoillll, I
 2.	 BagianPersidangan 
:- - - PcrdagaDgan daD UKM : 

n 

PerikBnan dan Kehutanan 3.	 Bagian Perundang-
Undangan 

,	 . 
[m~ Dill8Sl'ertamb_iIaoEncrgi I ~ __ ~ BodIB1Ketm-Paogan I 4.	 Bagian Keuaagan 

5.	 Bagian Risalah dan 
Persidangan~--~ rnn..~:=: Pqan I ~ _. j KantorPeo_ Mt<id I 

~ --1 0;... Peternakan I! j SekmMiBlPel.~ TCt)lOdu Satu I
 
.. ....--~- I in! - J BUP~
:	 ~ __ KantorBadanPusalStatistik 

L-.~ Di...P-'" I;	 . 
,	 ' I I: i	 I i..1__ - DinasPekCljBe Umum I ~PLN
 
: : I I WENDY MELFA
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BAGA:" ORGANISASI PELAKSA:-IAO\N KOORDINASI LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAlvlPIJNG SELATAN 
ASISTE:" BIDANG ADMlNISTRASI UMUM NOMOR : ~oj?GIn TAHlIN 2008 
SEKRETARJATDAERAH KABLPATEN LAMPUNGSELATAN TANGGAL : ber 2008 

! 1 I 
INSTANSI BUPATI 

- nm m m __ m m m --.n~ ----I IDPRD-------~---_._----------------~VERTIKAL WAKILBUPATI , 
'--- ­

I I----- L
I 

~--------. SEKRETARlSDAERAH --­ ------------------1---1----------------------------------I 
,'I J ,

_-!._-,-'__~ I, 
SEKRETARIATIJliSPEKTORAT ; AHLI BUPATI I' ASISTEN BIDANGSTAF DPRDADMINISTRASI UMUM KABUPATEN 

, --1I : • _ 
-------------,

H
, • 

" Pemudadan ,
Bagian Organisasi I ~ --I Dinas Pendid.kan, ~ __I Kantor Samsat I: -1 Olahril,l"'. I. Bagian Umum - I: ' 

2. Bagian Persidangan 
3. Bagian Perundang-H :---11 I~ __ j IDinas Pasar dan Kebecsihan Kantor Plotayanan Paja.BagianUmum DinasPasardan Undangan} 4. Bagian Keuangan : Dinas Pendapatan" Pengelolaan : J I 

~ - - Keuangan dan A 5. Bagian Risalah dan 
'---- Bagian Hukum : 

Asset Daerah : - -I (~"i;-or Pus dan Gro 
Persidangan, ~===========::::; ., 

~ Bad'" Kep<gawaian Daemh I~ --[ ilL B8IIkLampung I 
PARAF XOORDINAS I :--­

1 IBadan Pendidokan dan Latdt",t SEKWILOA ~ ~--
BUrATI LAMPUNG SEAATAN, 

? AS!\,Tf-:·.II.I·· f1 : 
,takaan. Arsfp da.n~ •. ,,,'.'/"VUM I /V f-- K,morp~~~~ tasi 

L--f.---. .,' 
InTerpadu Satu iI. \<o.\u;J .~(\Wsi V! ~.J Sekretariat Pelavanar
 

~~~"':"_"::"'_~.-J!f---!
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